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REI
PEN-VAN

1.1    hatar  Belakang Hasalah

Perlfembangazi dunia  dewasa  lni    hanyak    divarnal  oleh

berbagai  ke5ahatan    yang  mengganggu  stabilitae      keamanan

dan ketertiban  masyarakat.  Keamanan  dan ketertlban  Daaeya-

rakat  yang  tldak  gtabil,  nengakibatkan ketemngan  dan ke-

teuteraman  tldak  tercapai,  bahken dapat  berpengaruh    tea-

hadap  dlnamika  pembangtman  secara  keselur`ihan.
-    `    EeSahatan penganfayaan  (nishandellng)  sebagal    calah

catu kejahatan yang  mengganggu keamanan   dan     ketertiban

nagyarahat,  merupakan scatu  problema  coBlal    yang        pada

hakehatnya  bertentangazL dengrn agana,  noral,  dan  tata  hu-

bun  posi±1f yang berlaku.  01ehnya    itu    perlu      kesadaraa

semua  pihak  bahoa  nasalah keananan  dan ketertiban    magya-

rahat  biikanhah  merupakezL  masahah  yazlg  sederhana,  ahan te-

tapl  masalah  tersebut  adalah  baglan  darl  masalah  yang  dl-

badapl  oleh  negara  devasa  lni.

Dl  dalam  Eltab  Undang-Undang  Hukun  Pldazia,  pengania-

yaan secara  tega8  digolondlan  sebagai ke]ahatan.  Hal    1rd

diatur  dalam  buku  11  tentang ke]ahatan  terhadap  badan ge-

seorang atau  orang. lain,  mu]ral  darl  pasal  351  sampai    pa-

gal  358 KUEpldam.

Ke|ahatan  penganiayaan    di  KotazBadya    U]ung    Pandang

akhir-al£hir  ini  cender`ing  mening=at  bahhan  gudah  nengarah



kepada  kej.ahatan  lain,   seperti  berkenbang  ..    pada  pembumb-

aa,      petigrusakaa.dan  sebagainya.   ..;:.`ISenar.ut  :  data   di  Kepo-

lisian Rota  Besar  Ujung  Pandang,   bahwa    pada    akhir    tahun

1990  kejahatan  penganiayaan  tercatat    sebanyak    568    kall.

Kejahatan. ini  berada  pada  urutan  pertana  dibanding    dengan

kejahatan-kejahatan  lain  yang  terjadi  dalan  wilayah    K-ota-

inadya  Ujung  Pandang.

Penganiayaan yang  oleh  berbagai  pihak  ditafsirkan  se-

bagai  perbuatan  yang  dapat  merugikan' dan  mengganggu  keama-

flan  dan  ketertiban,   tidak  boleh  dibiarkarl  berkembaflg  dalam

masyarakat.  Hal  ini  dapat  terlaksaDa,  apabila  dalam  rangka

penanggulangannya  senua  pihak  memberikan      pal`tisipasinya.

01eh  seb'ab  kebutuhan  akan  stabilitas  kezDanan. dan ketertib-

aa,  mutlak  diperlutan  bagi  kesinambungatr penbangunari      na-

sioaal.   Untuk  nencapai  hal  tersebut,   dipel.1ukan      dukungan

masyarakat  dan  bersama-gama  badan  yang  berwenang  nenanggu-

1anginya  secara  efisien  dan  efektif.

IIal  ..1nl.  d±nakgudkap    :  supaya     jiwa     dab       semaagat

kegotongroyongan  serta  keterpaduan  yang    telah    nelembaga,

dapat  menunjang  proses  pelaksanaan  pembangurian       nasiona|.

01;h  sebab  tujuan  pembangunan  msional  adalah     ter`+.ujudnya

masyal`akat  yang  adil  dan  makEur  dalam  wadah  Negara  Kesatu-

an  Republik  Iadonesia  yang  aEian,   tenteram  berdasarken  Pan-

casila  dan  Undang-Undang  i)asar  1945.

Di  Indonesia,   badan  yang  berwenang  menaDggulangi    ke-



dahatan adalab  Polri  8ckaligus  bertanggung  3aTab  untuk  m®-
nelihara  keamanan  dan ketertiban magyarahat.  Iai        gocara

togas  digebuthan -dalan  pacal  1  ayat  (1)  Undang-Undang    No.

13  tabua  1961,  teutaDg Kotentunn-Eetontuaa Pokck E®pollgl-.

an  Negal.a  Bepubllk  Indonesia,  yang  b®rbtlny|  :

I:epollglan  Nogal.a  R®publik  Indoaegla,  selanJutnya  dl-

fiEu:§:E:Lt:::ga¥g:::tug::efr=Eha¥LagaE:ammp:ne£E
lan  negeri. -

Eerdacahan  undang-undang  ters®but.  Kepala  E®poll8fan

Daerah  Sulavesi  Selatan Tenggara  (Htoegin  Ablm)  pads    se-

rah  terlm  jabatan  dan  polepacanya  (fabu,  8  Aguctug  1990)

nezlgatahan  hahva  berBunz.a  pada  Undang-UndatLg  No.   20    tahun

1982,  teutarig Eeteutunti-E®tentuan Pokok  Pertahamn Koanan-

an  be6ara  Bepublik  Indonegla,  yang nenetaFzan bahma    tuga8

pckck  Polri  dirumuskan dl  dahaDnya  sebagal  aparat    peneeak
hckum,  pemblm,  pemt)1mhing,  |]engayon  daa  pelayan  mgyara  -

kat.  01ebnya  itu  setiap  anggota  Polri  harus  nenahami      dan

melakcamkan runugan  tergebut  dalen menclptckan  8tabillta8

kamtlbmg  dalam  aegeri,  untuk  neB`mJaag kelancaraa    penba-

ngumn  na81onal  `lnunnya  dan keazBanan  dl  vllayah    Eotamadya

05.ting  Pandaag khu8usnya.

B®rdacarhan  DaBalah  tersebut,  pen`ilis  akan      DeDbahag

calab  catu agpek  peramn Polri  dalan  pemnggulaagaD keda  -

hatari  pengarfuyaan,  denl  menufl]aDg  penbaaguma      Kotamadya

O±ng  Pandang.  AdaptLn a]a6azi  I)eoull6  untuk  neDilih      toplk

lul,  adalah  gebagai  berikut  :



(1)  Undang-undang  telah  nemberl  wewemng  kepada        Polrl
untuk  nelakganakan  tugas  nemelihara  keamanan dan ke-

tertlban  zDa6yarakat,  Bobagal  penegak  hulmn,  peDblm  -

blng  dan  pengayom  nagyarakat  dengan  mengutamalfan  tu-

gas  proventl£.  mnun  dahaD wihayah  Eotamdya      U|ung
Pandang  hampir  8-etfap  hari  terjadi kejahatan p®nga  -

ziiayaan  sepertl  dlberitakan  berbagai  BLasg-media ,  ka-

rein  itu  Fez)ulis  I-One-Iltl i58druh  nana  tugas  prevon  i
tlf  ltu  dllakE5amhan.'

{2)  Aktivltas Polri  dlhatasi  oleb  undang-undang,    -dalan
artl  bahra  Polri  tldak boleh  sewemng-vemng       ber-

tlndak  dalan  Delcksamkan  tu6as  penegakan hlkaB      dl

luar  bataB-bata8  kot®zituazL yang borlaku.  Uzitu±  Dew-

i.udkannya  gerlng mengaleni  benturan  dongazL keve]ib  -

annya  tBenellhara  keamamn  dan ketertiban  tLmun.    yang

aklbatnya  Polri  dlhadapkan pads  dllena  untak  nenillh

prlorlta8  tindakan yang  cab  8estLai  kevaj.1bannya.

(3)  Eejahatan  penganiayaan mel.upakan  8uatu  problema    6o-
slal  aalan kohlaupan nasyarallat,  oleh llarona      dapat

nenlo]bulkan keresahan  dan  bahkan  dapat  nonaklhatkan

kol`ban  noz]inggal  dunla.  Hal  lzil  merupakan  Balah  satu

eangguan  terhadap keananan  dan ketez.tlban          Bagya-
rakat,  serta  dapat  Dedpengaruhl  kelancaran  pelakca  -

zraan  pembangunan  naslozial.

I.2  Perunusan Efacalah;

BeI`dasarkan  hal  tersebut,  6ehingga  penulig  akin        Beha-



kuhan  penelitian  untuk  memecahkan  rna.salah-masalah.  tersebut

serta  menjawab  peftanyaaa-pertanyaan  di  bawah  ini   :

{|)   Bagaimanakah  peranan polri  dalam  menanggulangi  ke-

jaha.tan, penganiayaan,   sehubuflgan    dengan      kondisi

masyarakat  Kotanadya  Ujung  PandaDg  yang    mengalani

perkembangan  ?

(2)  Apakah  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat         dapat

terwujud  dengan  partisipasi  Polri  dalam  pembangun-

an  bidang  keananan  di  Kotamadya  Ujung  Pandang  ?

i.3  Metodologi

Dalam  perLulisan  skripsi  iai,   penulis  menggunakan    me-

bode  penelitian  sebagai  berikut  :

i.3.1  Metodo  Fend©katan..

ttetode  ifli  digunakan  melalui  pendekatan    gosiologis

dan  pendekatan    psikologis    karena    orientasinya    adalah

masyarakat  dan  tingkahlaku  manusiahya.  Hal    ini    berarti

bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Polri  terhadap  magyal.akat,

khususnya  yang  telah  terlibat  langsung    dalam    kejahatan.

penganiayaan  dapat  mencegah  terjadinya  depl`esi     (tekanafl

kejiwaan).   Untuk  memperoleh  data  tersebut,     peaulis    me-

ngang6ap  pendek.atan  sosiologis  dan  pendekatan  psikologis

cukup  efektif  untuk  menganalisis  faktor-faktor    penyebab

terjadinya  kejahataa  penganiayaan,  dan  pengaruhnya     ter-

hadap  pelaksanaan  penbangunan.

I.3.2  Metode   Pengumpulan  Data..  .



Untuk  pengumplllan  data,   penulis  meaggunakan     metode

penelitian  sebagai  berikllt   :
a.   Penelitian  pustaka     (1ibral`y    researcb)     dilaksanakan

untuk  mengumpulkan  data  dan  landasan  teoritis     dengan

membaca  buku-buku,   majalah,   karya  ilmiah  dan    artikel

artikel  yang  ada  hubungannya  dengan  permasalahan.   Ke-

mudian  membandingkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,

sehingga  dapat  ditarik  suatu  ke§1mpulan  dari  landasan

teorl   tadi   untulc  mendukung  penullsan.

b.  Penelitlan  lapangan  (field  research)   dilakukan  dengan

mengadakan  wawancara  dan  penyebaran  angket,   yang     di-

batasi  hanya   dalam  Wilayah  Kotanadya     U]ung    Pandang.

Hal  ini  dilaksaaakan  dengcin  cara   :

b.   1;    ``Jawancara   langGung     kepada     masyarahat,      khusuLsnya

yang  terlibat  lane.sung  dalam  kejallatan  penganiaya-

an.   Iial  1ni  dlmaksudkan  babwa  baik  yang  masih     da-

lan  pro6eg  penyidikan  Polri  mauplln  sementara  dalam

pro6es  peradilan,   gerta  yang  telah  men5alankan  pu-

tusan  hakim  pengadilan  di  Lenbaga  Pema§yarakatan.

b.   2.   Penye.baran  angket  ke|>ada  golongan  masyarakat     yang
/

newakill  keseluruhan  lapisan  masyarakat    I:otamadya

Ujurig  Pandang,   6epertl   golongan  Dosen,   llakim,   Jak-

sa,   pemuka  agana/nasyar.akat,   mhasis\`/a,          pegav/ai

negeri,   Canat  dan  Lurah  serta  keluarga  korban.

i.3.3  Metode   Pengolahan  Data.



Untuk  pengolahan  data,   penulis  meng8`unakan  anali§is

data  yang  bersifat  kualitatif  dab  kuantitatif ,  yaitu  da-

ta  yang  memberikan  penilaian  berdasarkan  basil    kegiatan

dalam  usaha  meningkatkan  keamanafl  dan  ketertiban    nasya-

rakat.   Sedangkan  data  diuraikan  dengan  tabulasi   frekuen-

Si  dan  prosentage,   serta  bentuk  pemnggulangan    kejahat-

an  penganiayaan  dianalisis  secara  deskriptif.

I.4.     Sistenatika  Pembahasan.

Dab  gatu,   sebagal  pendahuluaa  yang  mengemukakfin          laLa}`

belakang  nasalah  ke]ahataD  penganiayaan,   rllmLlsan  masalah.     Se-

dangkan  penelitian  menggunakan  metode   perldekatan         sosiologls

dan  psikologis,   analisis  data  dilalcukan  dengan  tabulasi   freku-

ensi  dan  prosentase.

Dab  dua,   memuat  beberapa  pengertian  pokok,   seperti       pe-

ngel`tian  Polri,   tugas,   kewajiban,   wewenan6  6erta  kejahatan  pe-

nganiayaan  dan  pembangunan  bidang  hankam.

Dab  tiga,   tentang  latar  belakang  terjadinya  penganiayaan

dan  pandangan  nasyarakat  ata6   terJadinya,   Serta         pengarohnya

terhadap  kamtibmas  di  Kotamadya   Ujung  Pandang.

Bab  empat,   berisi  pembahasan  tentang  peranan  Polri  dalam

menanggulangi  kejahatan  penganiayaan  untuk  nendukung     pelakga-

naan  pembangunan  di  Kotanadya   U]ung  Pandang,   yaitu  perran6.gula-

ngan  6ecara  preventlf  dari  represif .

Bab  lima,   sebagai   penutup  yang  meuuat  kesimpult.in  dan  sa-

ran  yang  perlu  dilakukaa  untuk  menanggulangi  pengalinayaan.



Bus2
• BEBmAp    pEHaEREIAN  roroR

2.1    Pengertian polri.

Igtilab Poligi  diambil  dari  perkataan Politle  dalan
bahari  Belanda  yang beracal  dart  bahaee  Yumnl'Tolltlean

yang berarti  seluruh  p®nerlntahan  negara.  Dalan      bahasa

Porancls  dlsobut  Polltole,  bahaea Jernan  dlgebut  Pollz®1
dan  dalan  bahasa  Inggerlg  dlsebut  Pollc®.  Sedandlan    da-

lan bahaea  Indonegla  disebut  Polisl  (Bhayan8kara)      yazig

berartl  pen]aga  keatnaz}an.

Istilah  polisl  iullah yazig melahirhazi pondapat  yang
berbeda-beda  dalaD  p®rkenbangannya,  balk  penafslran    me-

nurut, pare  pakar  hakun  Indonesia  mupun  pezrafsiran   pare

pakar  hckun  luar  cogerl.  R.  .Achmadi  Praja  (1982:76)  ber-

pondapat  hahva  :

Pollgl  adalah  nencakup  keseluruhan      tugag      nogara
ycaa:fa::r::±±:8ai=:e=L:¥rLP:::phaorL:i.yuctlsl.ke-

Beliau  beranggrpan  bahva  pollsl  zBezBpunyal        tuca8-

tu6as  negara  untuk  Demellhara  dengan  gesungguhnya        ko-

amanan  dan ketertlban  hckun,  gerta  nemberl  bantuan     ke-

pada  nereka  yaz)g memerluhanya.  Pengertian  :.  teae]|bara
dengan  seeungguhnya  keamanan  dan ketez.tiban adalah  peng-

gabuagaa  fuagsi  preventlf  deagaa  fuagsi  repl`esif.
Ddoko-Prakoso  (1987:   136)   secara  ]elas  nezLgenukahari

pendapat  met,  bahva  :



i::i::=:di:±hE::¥:¥:a±:::::f#cai:E::¥;::i.ysji
hak-haknya.terhadap  penyorangan  dan  bahaya    dengan
selalu  vaspada  dengan  pertolongan  dan  paksanpL.

Selz`lng  dongan pengertlan  dl  ata8,  naka  peng®rtlan

Pollsl  Republik  lndone81a  (Polrl)  dapat  dLslmpulkan da-

rt  bunyl  allaea' keenpat  Penbukaan Undang-Ondang      near
1945®  gebagBi  berikut   :

Oututf  zBemb®ntull  8uatu  peBeriz)tahan  no6ara  Indono  -

::L£:hT8tnfaLfd±:=h6ig:omLgs=nfaEraL::€°kne:r=]ug:
kegedaht®raan  umun.

SelazLSutnya  dirumtLckan  pula  dalan  pasal  30  ayat(1)

Uhdang-Uzidang  DBcar  1945.  balm  flap-tlap vaz.ga    negara

b®rhak  dan uaj.Ib  lkut  serta  dalan  tlsaha  penbehaan      zio-

gara.   Daham  kaDus  be8ar  bahasa  IzrdotLe8ia.  ."  .KopolielaB

Eepublik  ln.donogla_diartlkan sebagal  urusan pollal atau
segale  geguatu yang bertalian dengazi po]|sl.  fada      ha-
lanan 693 kamug  tersebut  dlartikan baHHa  pollsi  adalah:

I.  Badan  penerlntah  (sekelonpok  pegavai  negerl      )
yang  bdez.tug?g  mozBelihara  keanamn  dan ketertlb-
an  unun.

2.  Pegamal  ne6eri  yang  bertuga8  menjaga  keaBLamn.

8.  AbdussalaD  (1990  :   13)  zBengeDuhakea  terjemahan

fuiku  Algemelne  Polizelr®cht  ke  dalan  bahasa    Indoz}esla,

bah]ira  poli81  menpunyal  dua  artl,  yaltu  :

i!::¥[¥ii!¥l::i::;p::i±ii:iTF?i:::i:::¥iii::
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rand=a  kewez]angan  kepolislan  unum  melal`il  kotontuan-
ketentuan yang  dlatur  dalan  peraturan atau      undaag-
undang.

Iti|uan Hepolislan adahah  tervujudnya  kobahagLaan  dan

kese]ahteraan yang  berlzitlkan  perdanalaz)  dan   k®nerdehaazL.

dalaB msyarahat,  nonusu  t®I`clptanya  keaBanan  dan keter  -
tlban  umum.  Keamzran  dan ketertlban pegyarckat  drpat  ter-

wuSud,  givka  Polrl  BLelaksanakan  tu6asnya  gegtml  dongan ke-

tontuand=otenttlan yazig  berlaku.  01eh karena  itti,        Polrl

dltuntut  DOBillkl  slfat  ko]unngan yang tlng61  Berta      pe-

ngetehiii  betul  tcktlk  dan  tckziik  pekerJaannya.

S®tlap  peraturan  hiakum  peD|>unyal.. elfat        pak6aan.

ol®h  sebab  ltu  ne8?ra  zDenyedfakAn kckuasaan  utuk : eea]a-

qizl agar  pendudck  meDatuhl  peraturan-perat`iran hkum.  ya-
1tu  Abrl  torutana  Polrl.  Sebagai  bangumn tata    .-_negara,

Polrl  tidak  timbtil  dongan  8endlrlnya ,  mehalckan       tlldb`ib

dan berkenbang  gesual  kotentuan  hiiktim  untul=  tBeBenuhi    ke-

butahan rakyat.

UzLtuk  mecahaznl  leblh.  |aah  tez]fang  peng®Stfan    Polrl,

nake  dapat  dlsimpuuan darl fribrata,  sepertl    dlsobutkan
oleh  M.  Hal.iadi  (1976   :   16),  bahwa   :

1.  Pollsi  ltu  adalah  abdl  utama  dari  pada  nusa      dan
.   hangsa.(Eastra _Sewakottama).  .

2.P£::8imLt6aur:d?:anoptwt:£gi.ne8arautaDadarlp?dr`ne.

3.:::±6:a:Zupaadada::gg€J{!amL;e:i:£cake:e3kLF=n).prL-

Pengertian  dl alas  meagazidung arti  daa nilai       yang

caneat  luas,  dan  merupakan  pedonan  hldup  Polrl 'da]am    De~
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lakcanahan  tugas  terutana  menghadapl  getiap        tantangan

yang  dapat  nombahayakan kelazigsungan  hidup  bangca         dan

negara  Indonesia-.  Kemudian  dalan  pasal  1  ayat  (4)  Undang

Undang  Hukun  Acara  Pldam   (KUmp)  nenyatahan,  bahwa   :

Penyelldlk  adalah  pejabat  pollsl  nogara        Republlk

:hd°:::£yipfa£Lukb::Lp:®irw:Lmi:fhao::h       undang-undang
HI  Lnl,  dapat  dlsinpulkan bahya  pengertlan   Polisi

adalah  badan  penerlntah  8ebagal  alat  nee?ra  p®zi®gak    hu-

bun  eehall6u8  peDellhara  keamamn  dan ketortlban    ]pa8ya-

rahat.  mhaD  tugas  penegakan  hukum,  Polrl  -      -E|emntinca

ber.t±zidalr bordrgarkan keteutunn-ketontunn   yang b®rlaku,

agar  drfan tbengun8kap  s`iatiL kaeug  dapat  dlanggap  Bah.

Sedanglran  tuga8  neBelihara  keananan  den kotertlban  qmtm,

Polri  haru8  1ebih  Benondolkan  p®rannya  E)ebagal       pezDblJ]a

dan  pongayon  maeyarakat,  tortltaDa  dalab  mozrata       tlz)ghah.
Iakt]  naeyarakat  k®  arab  kema|uan  pobbangiiz]an  dazi  model  -

niee81c

2.2   Iueae,  Bevaqban  datL l..®mzLg Polrl

2.2.I  Tugas  Poiri

Pengerthan tugas Polrl  jika  dllihat  secara   llniab
dapat  dibagL  atad  dca  gudut  pandang,  yaltu  :

a.  Menurut  pengeI.tlan  bahaca.

b.  Henurut  pengertfan  yurldis.

b.1.  Henurut  pengprtlan  bahasa

Perhataazi  trigas  menuI`tLt  bahaga       Indone81a.
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mengandung  makzia  menger|akan  dan         B®laksamkan

guetu kevajlban  yang  dibebabkan kepadanya.

SodazL8ha.n  EDenurut  kanus  PoervadarmizLto ,  yang  dl-

uraikaa  oleh  D|cko  Prako;o  {1987:  134)  adalah  :

a)  Eeve|iban,  sesuntu  yang vajlb  dlkel`|akan atau
yang  dltentukan  nzituk  dlhak`ikan.

b)  Sur`Lban  (perlntah)   untuk  nelak`ikan  8os`latu.
c)  FuzLgsl  (|abatan).
Sedrzi8kan  Wfung61W  Dempunyal  artl  :

a)  Jabatan  (yang  dllakukan).
b)  Eierja  secuntu  haglan yang  bertahin        dongan

tugaB  ltu  sendlrl.

b.2.    Menurut  pengertlan yurLdlg
Pengertlan  tuga8  pollsi  secara  yurldlg,  8®-

t]ezLarnya  sanpal  8ekarang  bolun  ada.  Akan    t®tapl

undang-undang  tBenetapkan  bahra  dalaD  pehaksana  -
'annya  dllakukan secara  organlsatorlg,  yang   nob-

punyai  uni=iir  plnpizian  dan  bavahan.

Djoko  Prakoso  (1987   :   136)   Denberlkan    pen-

|elaeen hahva  :
Tugag  Pollsl  adalah  baglan  darlpada    i.ting?a

:itgafanep:i:#:n€:€:d::r¥:bf:a.kg#ijL:J=:
p::g£;iir|rE:fan:::g#nnk=pegrtr#nni.¥jTnF:;
Hakekat  tugas Polri  depat  dilihat  pada    be-

bebrapa  peraturan  perundang-undangan  yang      ber-
1aku  :

a)   PaE5al  2  Undang-Undang  No.   13  tabuD  1961,   ten-
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tang Ketentuan-Eetentuan  Pokok  Kepollsian    Nega-
ia  Republik  Indonegla,  gebagai  berikut  :
1.   (a) -!4emellhara  ketertiban  dan  Denjamln        ke-

abanan  ilntin.
(b)  ifencegah  dan nenberantas  nenjalarnya    pe-

(c)  M¥::±Zfap:any£:::iamm8¥::aE:trira       terhadap

::;I:;:;:E;:i;;:gr;:::a:f:i;::a;a:a:i:i:::,i:
pe8ara.

2.  mlam  peradilan Bengadakan  penyidikan        atas
kedahatan  dan  pehanggal`azL menurut    ketentiian-
ketentuazi  dalam  undang-undang  Hukum  Acara  P1-
dana  dan lain-lain peraturan  negara.

3.  Hengavagi  allraz) kepercayaan yang  dapat    Ben-
bapayahazL msyarckat  dazi  n®gara.

4.  Itehakeemhan tugag-tugas khusu8  lain yang  dl-
bebaDkan kepadanya  oleh  suntu  perat`iran  nega-
ra,

b)  Pasal  4  Keputueen Hesiden Republik  '   ..Indonesia-

a[o®.  52  tabun  1969,   dlsebutkan  :

Eepol±sian  Repablik  Indonesia  bertugae      gerta

:;:i:E[E;8u::6£=±:E:¥:£gr=:ffk:#:±:urn:£¥=:§Lha:n=dr¥:
Udan::nge¥:;:a:e::#=inkgEg€:n8:::ainfa#ni±!±

c)  fecal  31 Keputucaa pre6idea Republik      Indone8in

nomor  7  tahua  1974,  disebutkaa  :

Eepollsian  Negara  Republik  Indonegla.  bertugas
dan  tiertanggung  ja*ab  `lntul=  melaksanakan      dan

k¥#=fffkri::i:kp=D¥L:Ea:ek:aLana:::nhadan£::
tertiban  tDagyarakat.

d)  Pasal  30  ayat  (4)  Undang-Undang  Donor.  20      tahun
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1982,  tentang Ketentuan-Eetentuan Pokok  Pertaha-

nan Keamanan  Negara  Republlk  Indonesia,  disebut-

kan sebagai  berlkut  :
1.   Selaku  alat  negara  |>enegak  huktLm      memelihara

dan  menizi8katkan  tertlb  hukun,  bercama  -  cana
dengan  segeziap  kompozlen  kektLatan       pertahanan

:i:=£:r:Ea¥3a±:nFlai2y:imE:=:ak::oLint:::::
|udkan keananan  dan ketertlban masyarakat.

2. Helaksamkan  tuga8 E®polisian  gelaku  pengayom
dalan  nenb®rlkan  porlindungan  dan      pelayanan
kepada  na8yaratsat  bagi  tegaknya          ketezitunn
peraturan  perundang-undangan.
Membimbing  zBagyarakat  bagi  terclptanya  kondl-

faLrle¥bftyeyfa=uatiT=:Ede;nFEt:r::3#:y¥¥#i:r£:=T:LEI
Hellhat  keempat  peraturan yang  nengatur    ten-

tang  togas-tugae  Polrl.  dapatlab  dlkatakan 1 -   balm
tugae  Polrl  pada  dasarnya  nomellhara          k®tertlfan

dan  Bon]anln keamanan  dalaB  negerl,  peDblna,  penga-

yoD  dan  memberlkan  perlindungan kepada      nasyarakat
ternBsuk  sebagai  alat  negara  penegak  htiku.       DahaD

nelaksanakan  tuga8  tersebut,  Polrl  leblh  mengutama-

kan  tuga8  prevontlf  dalap randsa  menclptakan        ke-

ananan  dan ketertlban  umun,  gedandcan tugag  repre  -

elf  dllakukan  unt`ik  benegakkan hukuD.  sorta  mengeBL-

ballkan  6tabilitas  keazqamn  dari  tlndahan yang    zBe-

langgar  peraturan-p®raturaa  bukun  yang  berlaku.

2.2.2  Kela$1han Polri,
PerkataaD 'kewa3iban  beracal  dari  kata  w.aj|bn

yang  nendapat  aTalan  "ke"  dan akbiran  '.an",         yang
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berartl  harms  melakukan  dan tidak  boleh  tidak  dlla-

kukazi  (dltlnggalkan).  Jadl  kevajlban adalah  s®suntu

yang  haru8.  dilaksanakan atau  suatu  keharusan.  Kowa-

jlban  ltu  bortu|unn  untuk  menblna  kemaouslaan      dan

moral  atas  dasar  norma  yazLg  I)ez)ar  atau  sahah,  gerta

dltorlm  dan  dhakul  nagyarakat  dalan  lin8kungan rna-
g]raral=at  atau  per6aulan  soslal.

H®11hat  pengertian kelajiban  Bonurut        hanus

banasa  Indonesia  dl  ata8,  dapat  dlslmpulkan      bahva
kova]1ban polrl  ltu  nerupal=an  gesuattl  yang        barue

dihakELamhan,   mBLun  demlkian,  Polrl  dalan  n®1aksa  -

mkan kevajlban  tersebut,  serlng  tidak  c!'j.dldesardan

poratuz.an-peraturan hiikun yang t]orlaku.  Akan tetapl
dahan  kevejlban  untuk  D®tnelihara  keananan  dazL      ke-

tertlban  unun,  tlndakan  depiklan  dalan  praktek . E®-
polisian dapat  dlbez]arkan.  Ebl  ini  sesuai  pernyata-
aa  Dicko  Prako5o  (1987  :  155)  tentang          keblasaati

praktek kepolisian,  yaitu  :
SestLai  dengan  perkenbaagan  BLanusla  dalam    hu-
bungaEnya  ternyata  tidak  senun  kebutuhan  dari
interaksl  magyaraket  dapat  ditaDpung  oleh  un-
clang-undang.   Untuk  dapat  nengatur         hubungan

:::::b::Lamk=mk£:#kEae::j!::kri;:~dainK$9:±S:?1:
kan  gumber  hututn Hepolisian.

Akan  tetapi  berdasarkan  prlnsip  negara    hukun

maka  setiap  tindahan  Poll`i,  agar  tldak  --.d±idyahahan

tindakan  yang  pe.1atran  hukun  barns  mempunyai  landag-
an  hukun  yang kuat.  Tindahan Polrl  dalan  nelaksana-

kaz) kevajibannya  tetapi  tidak  menurut          ketentuan
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hukum  yang  berlaku,  naha  tlndakan  ter§ebut        tidak

sob.  Akari tetapi  tindakan yang bersifat      preventif

daham  menc6gah  ter3adinya  tlndak  pldazla  atau  nenla-

dakan  gejala-ge5ala  yang  dapat  nonimbukan    gangguan

keainamn  dan ketertlban  unuJb,  mka  tindakan  dedd.kl-

an  daprt  dib®perhan.

0leh  s®bab  ltu,  Polri  dalan  nelakcamkan  `` p®-

negakan  hulmzb  harus  menguaeal  bemr  tentang      hukum

dan  p.rtldeBg-HatBag88 yang berlaku.  0leh  sebab  n®-
ringkug  pezi&ahat  pun Polrl  tldak  bogltu  ca]a  Done  -

gtinakan kekerasan,  harem  la  terlkat  ol®h  .:pz>o8edur
norna.  Peringkueen  dan buktl  yang  dldrpat  Polrl  da-

pat  saja  dianggap  tldak  gab,  apabllah  tldak  nemonu-
hl  ketentuan-keteBtuan  hukum yang  berhakn.

I     Sehubungan  dezigan k®vajlban  Polrl  8ebagal  petB-

blz]ai keammn  dan ketertit)an nagyarakat,  tldak    ne-

nutup  kenungl=1nan  dalan  bertlndak  tidak  Benurut  fu-

kum yang  berlaku.  01eh  karena  situa81  dan      kondi8i

dalam  znas]raraket  terjadi  perubahazi-perubahan        dan

berbagai  pel.terfengan ke|)entizigan,  naka  : .  tindakan

untuk  nevu|udkan keamamn  dan ketertlban  umun      d|-
aziggap  cab  |1ka  6udah  sesual  dengan  kevajlt]an    ter-

sebut.  Hal  inl  sescai  pendapat  Satjlpto  Rahardjo  (-

Achmad  All,1988   :   139),   babwa   :

Sapa±;:td!e=t8aukp±¥£mu:€D±a#e¥kfcaketor:=£:
i:dLfr:I::?.d±n=Lti:pa+EL±:intt¥gam:LEakekp=i¥r=inn
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karet]a  berbeda  dua  hal  yaitu  hutun  dan keter-
tlban yang  6erlng bertezitangan,  naka  pekerja-
an  Polisl  pun  paling  gaBpang  mendapat  kecaBLan
dari  marga  magyarahat.

Sedanckan kevajlban represlf  adalah  kevajLban

Delakukan  segaha  u6aha,  pekerjaaB  dan k®glatan    un-

tub  BiezBbantu  tugas  kehaklman  dalaD  memberat)tag  per-

buatan-perbuatan  yang  dapat  dlpldaz}a.   ':' S®lfzisutnya

Delakukan  pnyldlkan,  nez]andsap,  nenahan,  zDeDerlkga

dan  nenggeledah  aorta  neDbaat  borlta  acara  penorik-

caan  pendahulunn,  dan  nengaJckazi kepada  Jakga/    Pe-

nuntut  Unun  untuk  dituatut  di  muka  hakin  peLgadllari

yang  beruemng.

Eetra]1ban  Polrl  seperti  dlkemukakan  oleb      M.
Ebz.jadl  (1976  :   79),  pads  hakekatnya  add  dun  yaltu:

I.  Ee7ajlban  preventlf  (peacegahan).
2.  Eewajlban  represif    (penindak.an).

Eediia  keTajiban Polri  di  atas  telab  di5ehag  -

hall,  dan  telah  nenberi  gaDbaran  tiagalzbana  kewajiban

ltu  barug  dilaksanakan  oleh  Polrl.  ItaatLn    denlkian,

Polri  daham  mehakcaz)akan  kevajlbannya  tidak        aken

banyak  berartl  tanpa  dukungan,  partlslpasl  dan  peB-

berlan  infornasl  dart  nagyarakat.  ueDberantas keja-
hetan  bukan  hanya  tugas  Polri  saja,  tnelalckan    juga
zBerupakan  tanggung  Javab  genua.  0leh  karena         ltti+

profesionalisme  Polrl  untut  nenazlggulangl        setiap
ancaman  terhadap  kaDtibzBas  perlu  bantuan  dan  duke  -

ngan,  bukan  saja  dari  zDasyarakat  tetapl  jtlga  sunba-
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ngan  plkiran  dari  papa  cendGklavan.

2.2.3  Veiemng I'olrl..

Wevrenang  berarti  hak  dan kek`lasaan  untuk  bertin-
dak  atau  kekuaEraan  Dembuat  keputuean,  memerlntah      dan

melimpahkari  tanggung  jawab  kepada  gogeorang.  Jadi    pe-
ngez.tlan  wewenang  adalah  suatu  hah  dan kektiasaan  untuk
b®rbunt  atau  b6rtln.dak;:riengeltLarllan  8uatu     -  kaputusan

dengan  m®11m|)ahkan  tanggung  Jatrab  kepada  orang  lain.

01eh karen  ltu,  Polri  dalan penyelenggaraan  tu-

gas  dan kevajlbazlnya  haru6  dlberi  weTemng  dan kekua  -

saan  tertentu.  Kevemngaz}  1zll  bersuDbor  darl  hukum Ke-

poli8ian,  yang merupahan kumpulan  peraturan  perundang-
undangan  balk  tertulls  Daupun yang  tidak  tertulls    dan

bortalian  dengan  ttLgasi  kovajlban  dan vewenangnya.
•    Hckum kepolislan  tersebut  tidak  t®rletak      ..E=atu

sumber  Baja,  nelalnkan  tersebar  haDpir  pada  geDua    la-
paxpn lncku) kenegaraan.  Sebagaimana  dlsebutken    da|an
pasal  2  ayat  (2)  00  No.   13  tahua  1961.  bahwa   :

Dalam  bldang  peradllan  Polri  mengadakan  penyidi-
kazL atas  kejahatan  dan  pelanggaran  nezlurut    per-
aturan-perat`1ran  dalam  perundazig-undangan      yang
berlakuo

Kemudian  pada  pasal  5  ayat  (I)  Denyatakan    bahaa

penyidik  sebagaimana  diqLaksud  dalan  pacal  4  KUEAP  ada-
lab  :  a.  taz.ez]a  kewajlbannya  mempunyal  vewenang  :

1.  meaerina  laporaa  atau  pengaduan  dari

2.::i:grzeE:::fa:dgaaa¥:a:£Badar:D:±8aukmti;
3.E=nngni=nyb:E;han::I::a:::grla¥€:i%±£ig.

eml  diri;
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4.   zBengadakan  tindakan  lain  nen`irut  . -.]rdsun
yang  bertanggung  jaTab.

b.  atas  perintah  penyidik  dapat  nelakukan till-
dakan  berupa   :
I.   penang]capan,  larangan  meninggalken    ten-

pat,  penggeledahan  dan  penyitaan;

3:  £:Eegar:£|caia:|gathn 5:HIE::nn:ni:::t   sese.
Orang;

4.   Bembava  dan  nenghadapkan  seorang         pada
I,enyidlk.

Selanjutnya  dalaD  pasal  5  ayat  (2)   undang-undang
lnl  secara  tegas  menyebutkan,  bama   :

Penyldlk  membuat  dan  zDenyanpalkan  laporan    hasll

ap#e;aLatkFLranL:±nada¥::£#a?#ke¥ritfr;:bnyTidckrda
Selaaiutnya  DJcko  Prakogo  (1987   :-187)  mengata  -

kan  :  Poll`l  dalam mengaBbil  tlndahan tanpa      nelabpaul

E£:I:faw€:t¥¥:kad::t¥:¥afadrnpaL:TnadL£:=¥d±b::::
si  gesuBi  dezLgan  gyarat-syarat  yang  telah  dlten-• tden,

Penyidik  sebagaiDana  dinyatakan  dalam  pacal  6  a-

yat  «1)  E:Ump,  yaitu  :
a.  pe3abat  Polisi  Legara  Republik  IndoDe8ia;
b.  pejabat  pegaval  ziegeri  sipil  tertentu       yang

diberl  vewezrang  kh+lgus  oleh  undang-uzidang..

Polrl  selaku  penyidlk  tlndak  pidana  yang  `-dlborl

wewenang  kbusus  oleb  uzidang-rmdang,  dalan  pehaksanaan-

nya  haru6  dldasarkan  dapai  ketentuan-ketentuan  tadl.
Wevenang  pez}anSsapazi,   sebagainana  dinaksud  dalam  pasal

1  an8ka  20  K.HEAP  bahFa  penangkapan  itu  gebeaarnya     8u-

dah  zBerupakan  tlndakan  penyidit=azi.  Tlndakan  penyldlkazi

dapat  dilakuhan atau  dapat  dlperintahkan  untiik  dilakti-
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ken,  apablla  terdapet  cukup  bukti  untut  kepeatlngan pe-

nyldlkan.  penuntutan atau  peradilan.

Situngi..dan kondisl  magyarakat  Kotamdya        USinng

Pandang  yazig  sedang  Dengalami  pel`kenbangan  dan  perdhah-

an,  Daka  Polrl  harus  Denpunyai  kenanpuazl  mebbaca  s®cara

sltuagio)]al.  Perkenbangan ilDu  pengetahuan  dan  teknolo-
91  yang  li®sat,  dapat  nenlmbulkan  dazBpak  negatif  terha  -

clap keammn dan k®tertiban  magyarakat  harena  kema]uan-

kezBasuan  tadl  dapat  dieelahgumkan  untuk  tlndak krlmi  -

Pal.  01ehnya  ltu  Polrl  dahan  nelaksamkan vewezrangnya  .

6eyoglanya  Benperhatikan  81tuasl  dan kondlgl  masyarakat

yang  sedang mengalanl  perubahan,  serta  meDilikl        jlva
ke|uangan yang tlng6i.

UewemDg Polri  berdacarkan  pagal  5 ayat  (i)  butir
4  huruf  a  KUEAP,  menetapkan  syarat-syarat  dal`±        ]®nls
tlndahan  tersobut.  Ilndakan  lain Dezuirut  |ieBbentuk  .--nir

clang-undang.  hanyalah  terbatas  pada  tindakan  yang  :
a.   tidak  t]ortontangan  dengan  suatu  peraturan    hu-

kun;
b.  £::uad±i££¥E§:':i:E::a:iaia¥::f   nen8har-u8=

::i;:¥:#nt:::¥F=i!:y¥pe::Kin;i:ha=:::¥:=haLn'-`kdee:
adaan  meBLaksa;   dan

e.  nenghornati  hak  azasl  mnusia.

Berdagarkan  gyarat  tersebut  dl  ata6,  seorang    pe-

tugas  Polri  harus  mamptl  nenganbll  keputusan  untuk  Deni-
1ih  dan  menerapltan  jerig  lltindahaa  lainn  yang   -dianggap

Paling  tepat  dilakukan.  01eb  sebab  .ei®.aag    `   ter8ebut
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sangat  diperlukan  untuk  nerfedahan,  zBenelihara  dan nen-
cegah  terjadlnya  gangguan keananan  dan kotertlben  `inun.

Wewemng  pollsl  Bienurut  negara  Anglo  Saxon         dazL

negara  Eropa  K®ntinental  adalah  RE=uB  dan ketertlban    ,

olehnya  Ltu  wewemng  pellrd  dalam  nelakukan        tlndakan

harus  :
a.  Tindakan  yang  berdasarkan  hukun  dalan      rangka

untuk  menegakkan  hukum.
b.  q!indekan  lain  menurut  bakun yang bertanggung  -

Jamb.

Hbdakan  demlkian  diterajkan  di  negara-ziegazta  Ang-

1o  Saxon  dengan  istilah  dlscretlon  (kebljaksaBaan.  ' k.e-

kunsaan),  di  negara-negara  Eopa  Koutinenfal  :'  -dlfenal

dengan istllah |ichtmti (keiajlbazi)   unttil=  n®ha  -

kukan  tindakan E:epollslan  dalan  ranBa  Denellhara      ke-

atBanai  dan ketertlban  umuB.   DI  Indone6fa  voHenang  Poll-

si/Penyelidik  diatur  dalam  undang-undang  No.   8  tahua  1-

981,  tentaag  Eukum  Acara  Pidam  terutam  dalam  pacal    5
ayat   (1).

2.3    Pengertlan E:ejahatan  Penganiayaan:

2.3.1  PerigertiaB kejahataa_

Pengertinn kejahatan  dapat  dilihat  dari  dua      gudut

pendang,  yaitu  :
1.  ifenurut  pandangan  hckun.
2.  }!enurut  pandangan  magyarakat.

I,
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2,

langgar  hukun  pldana.  Bagainam  pun  jeleknya  suatu

perbuatan,  akaD  tetapi  p®rbuatan itu  tidak    dlatur
atau  dilafang  dalam  undang-undang  h`lkum  pldana  ma-

ka  perbuatazL ltu  bukan kejahatan.  Hal  1nl  berda    -
carhan  pacal  I  ayat  (I)  KOHpidam  yang berbunyl  :

Tlada  6uatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuall.

::::n:::uay:::::L¥£naE::a=b::Lfmp::::ntdaa:8=
dilakukaD.

Henurut  pandangan  zDagyarakat`

Kejahatan adalah  setiap  pert)Lratazi  yang      De-

hanggar  norna-norma  yang  hidup  dalan      tbasya€akat,

Hal  inl  dimaksudkan  bahwa  jika  seseorang  nu811m  nl

n\in-tninuman keras  sampai  nabuk,  maka  perbuatan  ltu
uerupckan kejahatan  (dosa)  menurut  paadaDgan  lglaa

mmun tiukan  zBerupakan  kejahatan  nenurut     pandangaz).

hukum®

Kejahatan bile  dikonstruksikan  segtrai  dengan

maksud  asas  legalitas  (nullun  delictum  zlulla  poena
sine  praevha  lege  poenali  atau  mllun  crimea   sine
lege) ,  adalak  suatu  perb`ratan yang  telah        dlatur

dalan  perundang-undangan  pidana  dan  telah neBienuhi

unsur-unsur  kejahatan.  Keseluruhan  Llnsur-unsur  ter-

gebut  harps  dlrumuskan  secara  jelas  serta  pen®rap-
annya  tidak  boleh  bel`laku  surut.

2.3.2  EejahataL  periganiayaan

Ke5ahatan  pezlganiayaan  dapat  dibagi  atag  :

1.  Pengrriiayaan  biasa.
2.   Peaganlayaafl  I.iDgan.
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3.  Pe.ngaulayaaa  berat.

4:  Pengaz]1ayaan  berencam.

Pengaaiayaa.n  biasa  diatur  dalam  pasal  351    KUEpidaaa

ayat:   (I)  Penganiayaan  diancam  dengan  pldana  penfara  seha-
na-1amanya  dua  tahun  d.lapan  btLlan  atau        denda
sebanyak-banyaknya  Bp. 4. 500, -

(2)  Jrlka  perbtLatan  ltu  zBezi5adlkan  luka  berat,   alter-
salah  dlbukum  pen|ara  selam-lananya  llBa    tahun

(3)  Jika  perbuatam ltu  nen3adlkan  mati  orangnya,  die
dlhckum  pen]ara  8olaba-lazBanya  tu]uh  tahun.

RtlBucarL pasal  351  ayat  (i)  dl  atas  Denetaphan    soba-

gai  penganlayaan blasa,  udak  Bierunuskan  unsur-unsur    dart
kejahatan lnl,  hanya  disebut  kvallflkaslnya  atau      sebutan
ke|ahatan  gala.  Jadl  kejahatan  pong?nlayaan nenul.ut    pasal

dl  ata8,  adalah  6uatu  pel't>uatan  dengan  sengaja      Dortiglkan

kegehatan orang lain.  bengan  denikian,  rupusan pasal        dl

ata6  hanya  Berupakan  penganlayaazi biasa  saja.

Pasal  351  ayat  (2)  j,uga  nertimushan  gebagal  pengania-

yaan biasa,  akan  tetapl  azicanan hilkunannya  leblh  berat.Ji-
ka  Dengaklbatkan  matt  maka  dlatur  dalan  ayat  (3).  I.usa  be-

rat  atau  natl  harps  nerqpakan  akibat  lahir  dl  luar  :--.. ties®-

ngajaati.  Eesengajaan  dalan  hal  lni  diobyektifir  atati      di-
norzpatlfkan  dazL tldak  perlu  kesengaJ'aan  dlarahkan ke    luka

berat.  Lcka  dlartikan  mengaklbatkaz}  perLibahan  dalam  bentck

badan  nanusla  yang  berlaizian  daI`l  bezituk  sebula.   Sedangkan

un6ur  dengari  sengaja  ditujukan  untuk  meninbulkan  raga    sa-

klt  atau  luka  dan  luka  atau  zratl.

Contoh   :   nezBukul,   menendang,   neng8aruk,   dazi  tBenlkan      atau
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menueuk  dengaB  sen|ata  ta],an  atau    benda      tajaD

d:n  terzBasuk  1.usa  sepertl;  tBendorong,       neDegang

dengan keras  dan menjatuhkan  .

Perbuatan  yang  tersebut  dl  atas,  nel'upakan  perbtLatan

yang bergifat  materill  dan  terzBasuk  dalam kveliflkasl  pe-
nganlayaan.   Sedangkan-I)erbuatan yaps  dimak8ud  dalam  pasal

351  ayat  (2)  yang  menimb.ulkan akibat  luka  beret  yang    ti-

dak  dltlehenda*i,   tetapi  memperbez`at  bi}£iiman  meskipun  luke

berat  tersebut  bukan tu|unn.

I>ez}ganiayaan  rlngan  sebagaimana  tercazitun  dalaB    pa-

cal  352  KUHpid8m  ayat   :

(1)  Kecuali  yang  tergebut  dalam  pasal  353  dan      356i

kmi:aa€:#hai:y#:y£€&t:::5ai:ni:EULha;e£:ri:a:
¥i:::-:2:=E:a::±r#;id:=n;::I::Fg::|E:Jn=:
in  tiga  bulan atau  denda  paling  banyak  tiga    ra-
tug  rupiah.  Pldazla  dapat  ditambah  sepertlga  bagl
orang  yang  bekerja  padanya,  atau  Denjadl  ..-`  bav.a
han®

(2)  Percobaan  untuk  nelakukan ke|ahatan  lni        tldak
dapat  dipldam.

Helihat  runucan  pacal  di  atas,  a.   Soesilo  (1983:2469

nenyatahan bah*a   :

Peri6tiva  pldana  Lei  dlsebnt  penganiayaan rlngan  dan
ternasuk kejahatan,  gepertl  dalen  pasal  lnl        iahah-ikna8ann£L±¥::a:a:gtt±d::Lg£¥::i:8atsaa:i:t::a:eE::i::
an seharl-hari.

CoaSob   :  A  neDexpeleng  E  dun  kali  di  kepalanya,  a    merasa
caklt,  akan  tetapi  8 tidak  terhalaag     p®k.er]aari
sehari-harlnya,  naka  A  nelakukan  perbratan  peng-
aniayaafl  ringan.
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Sedap8han  penganlayaan  beret  sebagainana    dll.umushan

dalam  pasal  354  KUHpldana  ayat   :

(1)  Baran6  .siapa  dengan  sengaja  meluhal  berat    orang
lain  dlhckum  karena  penganlayaan  beret,       dengan
hukuDan  pBndal`a  selama-lampya  delapan  tahun.

(2);:#gg::biiuni::nd:tLfitbLir3::=:E::1L¥:;::;giamg::
lam-lamanya  gep`1luh  tahun.

!1elulrai  berat  merupakan  tut,uan  dart  pelaku,    dl  nan

pelaku  berkehendak  agar  perbuatan  yang  dllak`lkan   --B6z!in-
buikan  lds .b®rat.  Sodandsan  mtinya  oraag adalah      suntu
hal  yang  tldak  dlkehendakl  oleh  sl. paleku  sep®rtl   --d±ru-
nughan  dalam  ayat  (2) ,   hanya  mert]peken  noDperb®rat  bckam-

an.  Agar  gupaya  dapat  dlkenahan  pacal  lnl,  harus  ada  niat

81  pezBbunt  (polaku)  yang  ditu3ukan  pads  nelukal  beret.

Elhanaqa  luke  berat  ltu  hanya  Berupal=an aklbat  ca]a,  mka

perbtLatan  ltu  termaguk  penganlayaan biaE5a  yang      borklbat
luka  berat,  seperti  yazlg  dinckgud  dalaB  dalab  paBal      351

ayat  (2)  KUEmdam.

Pengazifayaan berencana  adalah  perbuatan yang    DeBp.is=

nyai  pereacaman  unttik  melakukan kejahataa  terhadap  badan
atau  tutiuh  geseoraag  atau  or8ng  laia.  Kejahataa  peDgaaia-

yaah  berencam  terjadi,  eetelah  gi  pembuat  nenpunyal  wak-
tu  unt`2k  berusaha  dengan  6egala  daya  upaya  dan  atau  gega-

1a   cara  yaflg  dapat  dimamfaatkari.   Penganiayaan      bereDcaaa

atau  direBca]iakan  lebih  dabulu  dapat  dibagl  atas  dua    ]e-

ul6,  yaitu  :
I.   PeDganiayaazl  berencana.

2.  Penganiayaan  berat  berencaz2a.
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Jadi  peflganiayaan  berencana  ialab  p®rbuntaa  peDgarfu-

yaan biaca  yang  direacarahaa  terlebih  dafulu,  yaag  noBga  -
klbathan race  cak.it. atau  luka  dan ataupun    .   gengak±hathan

mtinya  orang  lairi.  Apabiha  pengaaiayaaa  itu          dilakuhan

oleh  si  |]embunt  dengan  direncamkan  terleblh  dahulu,    mha

perbuatan  itu  diancam  dengaa  pidaaa  peaJara  lebih        beret
b®rdacarhan  pasel  351  KUEpidana.  Hal  inl  8esuai  dengan  pa-

col  353  EUBidam  ayat  :

(1):3E£¥5:a±£e#nund:I;:froa::F:ei:i±:bhaLknydaab:::
pat  tahun.

(2)  eika  perbuatan  ltu  berakibat  lul=a  b®rat,           maha
yang  bersalah  dlhutun  dengan  hakuzBan  pen]ara    se-
latBa-hanat]ara  tut uh  tahtin.

(3)  Jlka  perbuatan  ltu  berakibat  matlnya  orang,    ibaka
yazLg  bersalah  dlhullum  dengan  bukunazi  penJara    6e-
lama-laDanya  seBbllan  tahun.

Unsur-unsur  dalam  penganiayaan yang  direzlcamkan  ter-
lebih  dahiilu,  adalah  merupahan  BLasalah  tBenberathan  h]]kunn

yang  diancamkaa  kepada  gi  |}embuat.  Direncamkan  leblb    da-
hulu  adalah  antara  timbulnya  kegengajaan  Llntuk         melakukan

perb`iatan  (penganiayaan)   dengan  pehaksanaannya  yang  tez`da  -

pat  traktu  bagi  penbuat  untuk  dengan  teaaag  nemikirkan    cara
yaag  akan  dilakukaa,  waktu  tidak  ugah  terlalu  pendek      atap
lama,  tetapi  ctikup  untuk  bel`pikir  dalan  hati  yang  teaang.
Sedangkaa  direncanakan  lebib  dahulu  yaB6  nengakibatkaB    ]]ra-

tinya  orang  lain  dapat  dilihat  dalazB  runucan  pacal  340    KU-

Epldam,

Pengaaiayaaa  berat  yang  direacaaakaB  lebib  dapulu,  di-
a€ur  dalan  pacal  355  KUEpldam  ayat  :
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(I)  Penganiayaan  beret  yang. dllakukan  dengan  diren-
caaakan  terleblh  dahulu,  dlfuikum  penjara  selana
lamanya  dua  belas  tahun.

(2)Jny¥::I:r::fa±t:i:euknyL:b3:Ei:I:e:ekLaman.h?=Lg;
rm33¥:lima  belas  tabun

340i   351   (2...da.a  3
KUEpldam  pacal  35i  37
•  353®   356   darl  pacal  487).

Eejahatan  nenganiayaan  dengan  hal-hal  yang      tBenbe-

ratkan  hukman,  dirunuckan  dalam  paesi  356.  Hukunan ter-

gebut  telah  ditentukan  daiam  paeel-pacal,  gel)ertl    pasal

351,  353i  354  dan  355,  yang  dapat  ditambab  gopertiganya:

ke  I  :  Bagl  yang  bersalah  melakukan kejahatan      ltu
terhadap  lt)unya,  ayabnya  yang  cab,  istlz`1nya
atau  amknya;

ke  2  :  Jika  kejahatan  ltu  dilakllkan  terhadap  pega  -
tral  negeri,  yaz)g  sedang     -atap  _pegaval    1tu
menjalackan  jabatannya  secara  eah;

ke  3  :  Jikelau  kejahatan ltu  dllekukan  dengan  mena-
hal  bahan  yang  dapat  nerucak  31Ta  atau  kese-
hatan  orang  lain.

HukuBan  tanbahazl  dapat  dljatuhkan  terbadap      pelaku

Fenganiayaan  berencana    berupa  pencabutan  hah,  seba8al` -

zaana  diatur  dalan  pasal  357  KUHpidam   :

Pads  penghukuman karez]a  calah. catu  kejahatan      yang
telah  dlrencanakan  lebih  dahulu,  dalan  pasal        353
dan  pasal  355,  dapat  dl|atuhken  pencabutan  hah-  hak
sehagaiznana  tercantun  dalan  pacal  35  ayat  (I)  aBe*a
1®4.

Paeal  35  ayat   {1)  KUEpidam,  berbunyi  :

E#i£LEfrhacaDLahahiy;:ggb:I::n€L#Eu:fie:8kak:ta:ep:tnduacan:
undang  ira  atau  dalen  undang-un8ang  umun  yang  lain:

1e.   bak  men3abat  6egaha  jabatari  atau  3abatan      yang
dltentckan;

2e.   hak  nas`2k  pada  kekuasaan  bersenjata  (KUEZP  92-3) ;
3e.  hak  nenilih  dan  hal  boleh  dipllih  pada  pemilih-

an  yang  dilakukan  zBen`irtit  undang-undang  umun;
t
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40.  h?k  nenjadi  penasehat  atau  alamt  (Wall  yang  dl-
akui  eah  oleh  negara)  dan  nenJadi  wall  atau    cu-

:amtfrnyg::e8a;:ai:±iTag.  atas  Oratlg lain  dari     pads

2.4    Pembangunan    Bidang  Eeamanan`

Per[ataan keamanan  bet.asal  dart  hata  ''aman"  '  .    yang

berawalan  ''ko''  dan  berakhiraa  "aB''.  Amaa berarti  peragaan
t}eba8  darl  segala  bahaya  dab ancamafl atau  terlltidungi  da-

ri  segaha  gangguazi.  J}adl  keamamn adalah  suatu        keadaan
Oman  dan  teziteran  balk  lahirhah  Braupun  batiniab,       kar®na

adanya  petugas  Pollgl  menjaga  dan neDelihara      ketertiban

dalan  msyarakat.
N  KeaBratmn  ma6yarakat   "  menurut  Stnat  Keputusan  Men-

terl  Pel`tahamn Eeanamn¢anglina  Angkatan Bersenjata  No-
mop  :  SEEPA/66/1972,  diartikan  sebagai  berikut   :

I.  Perasaan bet)as  dal.i  gaagguaa balk  fislk  nBu      |Iun
I   pslkls.

2.  Adanya  raga  kepastlan  dan  bebag  dart  kekhavratiraB
keraguan  dan ketahutan.

3.  Pera8aafl  diliridungi  dari  gegaha  mean  bahaya.
4.  Perasaan  kedataaian  dan  ketenteranan  ]ahil`iah    dan

batiniah.

Peznbangunan  t>1dang  keaE5!.:Eis± `nerupekan  bagi,a n    lz)ecg-

ral  dari  peBbangumn  zraslozral  pada  unuDnya,   dan  pembangu-

mzi  di  Kotanadya  Ujuag  Pandang  yang  dilaksarakan      gecara

bertahap  sesuni  dengan  kozidlsl  dan keqLadpuan  bangsa.  Ter-

ciptarya  keadamn  zraglonal  yang  ZBantap,   dapat.    €11g.£g3.ra=

kan  I)ebbaz}gunan  nasloaal  secara  keseluruhan  sekaligus  men-

jarin kehan|.utannya  serta  nengamankan ha8il-hasilnya.
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Peinbangun?n  bldang  keaDanan    sebagaimana           dlnyataken

dahaB  GBEN,  bertujuan  uutuk  DODba.ngui  kemnpuan  bangga  dalam

rangka  nen6hadapl  gegaha  ancaman  dan  gangguan  balk  dart  l`rar

BLaupun  darl  dalam  z]egerl.   Selaln  ltu,   penbangunan      keaBramn
-&uga  I)ertu3uan  untuk  meDbangun  kemanpuan  dan  potezisl    bangsa

dalaD  Dendukung  prose6  pelakeaaaan  peDbangumn  tiasional.

Pembangunan  keadLaz)an  dlselenggarallan  Dehalul  upaya  I)er-

tahanan  dan keananan,  denl  Ben3anln  tetap  tegaknya         z]ee?ra

kesatuen Republik  Indone81a  bordagarkan Pancaslla  dan  Undang

Undang  near  1945,  serta  mellndunel  rakyat  darl  ancaman balk

darl  luna  mupun  darl  daleb  negerl.  01eb karen  ltu kebltok-

sanaan  pembangut]an  pertahazlan  porlu  didukutlg    -oleh-.segenap

koBpozLen rakyat,   dan  §ecara  terpadu  beresn:   .   ABBI       DezBblna

kekLLatan yang  dldukung  oleh  keDaDpunn  msloml.  Hal  lnl    s®-

8cal. dengazL ketetapan  HPR  No.   IIAPR/1988,`   tez)tang      Garis-

Garls  Besar  HaltLan  Negara  FAB  IV  beglan  D,  bahya   :

Eebl±.aksaman  pezDbangumn  pertahazian keananan  ditu]uhan
pada  bervqjudan  daya  tangl=al  yang  tangguh.  nehal`il  pen-
bazigunan,   pe8iellharaan  dan  pezLgembangan  soz`ta  pendaya  -
Canaan  sog®t]?p  komponep  kekuatan  p9rtahaz)an         keamananr±P£:r8£E:6£:ki!€::ap::rpadu  dan  terarah,  8ohingga  da-

tahanan rakyat  sezBestaberlntl  -

¥1gu£::: 5£e¥ ::i£:±:Ee=t:ioe#tlf dan ef®slen    yang
Dengan  demlklan,   pezlizi8katan  stabilitag  keamanazL    dalaB

negara  Republlk  Indonesia  harug  dlclptakan ketertlban,      dan

perlindutigan  serta  penyelanatazi  masyaraket.  Hal  .'1al      dapat

terlakesm  |1ka  Polri  bercaDa  utu5ur  kektratan  -ABGI    halnnya..

pampu  Denggahang  partislpasl  nas]rarakat  untuk  .:  turut    serta
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memikul  tugas  dan  tangguag  jawab  untuk  meagigi  kenerdehaaa.

Apabiia  dlllhat  kekeryaan  ABRI  khu§usnya  Polrl  gebagal

peajelmaan  ]iTa  dan  8emangat  rakyat,  sebagal  kekuetaa      so-

slal  dalaD  Demperjuangkan kesejahteraan rakyat,  zDaka    Pblrl

mempunyai  tugag  yaag  cukup.berat.  0leb  karen      .dl    campitig

bertangguzig  ]aTab  atas  keamanan  dan ketertiban  dalab    ziog!p?

rl,  Polrl  juga  harus  Blampu  Demberlkan  pembinaan,   pengayoman

dan  pelayamn  terhadap  ma6yarakat.  Hal  tersebut,    dlnyatqkap

pula  dalam  aBHN  (Bidang  Pertahanan  KeaBiamn)   :

PeDblnaan  keananan  unun  dan ketenteraman         tBagyarahat
dltu]ukan kepada  usaha  untuk  nezigeDbandfan  sisten    ke-
anamn  dazi ketertlban nagyarahat  yang  tierslfat  svakar-

E±amEa¥:i=:g|!|g:±!::a=:ha:!rub:i8!h:ca:::eb¥;i::£°=:a::
::?i::in::E:ar;:i::=damnF::npE:::rpetiga:e=£:::ke¥¥::
Penbangunan keaman yang  ditujukan kepada  pengenbazig-

an  sitem keamaziaz)  dan  ketertiban  maeyarakat,  perlu  partl81-

pasl  seluruh varca  pasyarakat  `intuk  peDperkokoh.      kotaliamn

na61onal.  Sedangl=an  Polri  eebagal  penegak  bukuD      sekaligus

zBeDelihara  dan  menclptakan ketertlban  nagyarakat.   hares  me-

niliki  profesioralisne  dan  jitFa  ke]rangaa yang  tlnggi.    Se-

bagai  |>enegak  fuktln  Polrl  harus  l®blh  pengutanakan          pada

u6aba-usaba  I)ezlcegahan  dan  pemndfalan,   sedangl=an  pezBblnaan

kesadaran  naeyaraket  ke  arab  I]erkezDbangan.

Realisasi  pembangunan  bldang  keanaran,  tergazituzig  pada

pelaksanaan  rencaz]a   peBbangunazl  llzDa  tahun      ?EBITA     V,   dan
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untuk  wllEyah Kotanadya  Ujung  Pandang,  harug  tetap  se  arah

detigaa  pemblaaaa  dan  penellharaaa  gtatlilitag  nasioaal  yang

sehat  dan  diriami.g.  KegoncarLgaD-kegoacaagan  dalam         nagyaL

rahat  akan  menghambat  peDbanguzlan  naslonal  dl  berbaeai  bl-

dane.  Jadl  stabllltas  keananan  dan ketertlban yang  mantap.

akan  mem|)erlancar  pros®s  pembangunaa  aasloaal  dafl  .    pemba-

ZlgumzL yang  mantap  akan  neD|]erkunt  gtabilltas  I)asloz)al.

Ontuk  mencapai  hasll  penbanguriaa  secara  optiml  perlu

pula  menata  aparatur  aegara  yaag berglh daa borwihala.
01eh.kerena  kedua  hal  inl  tetap  nen5adi  sasaran yang   ahan

tertls  diupayakan,  eebagai  baglan  darl  pembangunan      sektor

peabinaen; gerta  dlglplim aa8ioml.  Peratian bldang keammn
dalan  usaha  nemelihara  8tabilitag  msioml  perlu  leblb dl-

permafltap,  gebagalmam  pldato  Pref5idea  Republlk    hdone8fa

pada  sldang  unun  MPH-EI  tahun  1983,  dijelackan hah]a  :
I.      Pemeliharaan  8tabilitag  msioml,  meliputi  :

a.  Penellharaan keadLamn  dan ketertiban  erat        hubu-

:e8an¥|¥££:£ggafe:::=y::a:tabab#±E:==cas::=LpeEaban5
•  .    nguz2an.

b'FE:i::::icaiE:pk=ik::::-::i¥eey=:i:r=t:D::gi#n!a:e:ie::
darl  ketakutan  akan ancamazi  dari  dalaB    dan    bebas
dari  kecemasan  akazL gangguazi  dari  luar.

c.   Per§oalan  pokoknya  adalah mengusahahan    agar  dalam
rangfa  pembazLgunan  zrasioml  yaz}g  mantap  ltu,   tetap
ado  ruang  gerak  bagi  kebebaesri  dan kreativltas  da-
lazD  kestabilazl  m6ioml.

d.  H:eberhasllan  ueaha  tnenlngkatken kesejabteraan    ha-
81ozal -tergantung kepada  keEazitapan keananan,     se-
ballkq]ra  kenantapan  harug  didtlkung    oleh     keadaan
nagyarakat  yaag  gejahtera.
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2 Tanggung  3aTab  rmgyarakat.  neliputi  :

a.  !1aisalah. keanamn  dan ketertlban adalah         maealah
tanggung Jamab  seluruh aaggota  nagyarakat.

b.   Dalam  tahun-tahun  zDendatang  penbangunan  haru6  di-

:ir£E5:£aeka±::g8:nfa#:::kek:a=n¥fr±:nketertlb-
c.  hakin  tlnggl  kecadaran  dan  tanggung  jawab    nrasya-

=E=:€::::n8L:::ELnytraaa=:::=:£e:::in:e:::tLb£::

;ca:I::F:=£E:#Tii8Lgn±::de::==u:E¥i:mao=m#:b:=k:::=±nri::
3.       PenlpgkataL kjBwaspadaan,  neliputi  :

a.   DalaD  nasyarakat  yang  nakin  tel`buka,  dalam  gcaea-
]]a  peI`ebutan  pengaruh.  di  dunfa  yang  belum  nereda,
dalan  BLasyaraket  yang  belun  zBaDpu  mel®nyapkazL pe-

¥gt=1:kB:£;#L¥::L¥i:::#:d:;!%=;±dr=Ei€f:d¥ff!
b.   Dlueahal=an  penyusunan  undang-undatig  keaDLamn    zLa-

6ioral  sebagai  sarazra  bdrum. yang  '   gez`asl       untdr

¥:::i:gri:€::haul:pF::i:k:1::i:ahart!:¥e::E€ante¥
C.;:£nn#nt£=nk:I:€=idad::it;:=kdacapm:Fba§`e:b:5:=:

tahatran  G 30  S  FBI  yang  t)eEar  jumlahnya  dalan  ta-
fun mendatang  lni.

Dengan  deniklaa,  |Iembangunari  bidang  keamarian      perlu

ditlag{atkan  se|alaa  derigaa  prloritas  pada        penbarigunaa

bldazig  ekoaomi,   soeial  budaya  dan  pembanguaan  lainnya.

?:etertit}an  pembarLgumn  di  semua  sektor  tidak  dapat  dipi  -

sehkan,  harus  galiag  menuajaag  terna6uk  kema|uan  yaag  te-

lab  dicapai  demi  kegtabilaa  pembangumL secara  menyelurdr

Peagan  demikian adanya  gistem  keanaran  yang  mantap,  dapat

menperlancar  progeg  penbanguaan  Ea§ioEal  secara  keseluru-

han®
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RA83

IArAR   BELAICANG  EEZAmrAN  pENGANIAyAAN

DI  roTAMADEA   ujuNG  PANDANG

3.1    Ke]ahatan  Penganiayaaa  Idna  Eamlz}  Terakhlr     di    Kotamadya

Ujung  Pandang.

3.i.I  Perkembangan. Kotamadya  Ujung  Pandang.

Secal.a  admiDistr8tif Eotanadya  Ojung  Parfung      labir

pada  tanggal  I  April  1971,  yaitu  sejak  kota  ini    nemper-
oleb  status  Sebagai  seb`lah  kotapraja   (gemeeute)   pada  Za-

rian  pemerintahan  Hindla  Belanda.   Ifama  Ujung  Pandang  men-

jadi  populer  sejak  di  kelunrkannya  Peraturan   Penerlutah.
nomor  51  tahunL 1971,   tentazLg  Perubahan  lama  Rota    14akas-

car  nen]adl  Eotamdya  Dati  11  U3uag  Pandang,       dan    mma

itulah  yaag  bertabafl  hiagga  usia  85  tablm  tanggal  1    Ap-

ril  1991.   Peramn Kotamadya  Ujung  Pandang  sebagai    bare-

meter  kota-kota  di  Indonesia  tiznur,  sangat  berarti    ter-
utama  gebagai  pintu  8erbang  Indonesia  timur,     pugat    pe-

ngenbangan  ekoromi  daa  perglgangaa.     Program    Pemerlrltah

untuk  meningkathan  pembangumn  di  wilayah  Indonesia    ba-

giazi  timur,   semakin  zBenban8kitkan  seznangat    perkenbangan

Kotamadya  Udung  Pandang  dalan  berbagai  dineusi.

Arus  dimmika  dari  berbagai  kepez}tingaa,    balk    itu

kepez}tingan  inditidu  maupua  kepentingaE  pemt2angumri,   di-

upayal±ab  pads  titik  kegeimbangafl  yaBg  gebenarnya.       0leh

sebab  itu.  kelan3utan  proses  pefabangumn  dengan    prineip
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serta  kebl|akan  menghornati  asag  kemanusiaan   yang    adil

dan  beradab,   seyoglanya    dLkedepackan    secara    makslmal.

Dengan  denlkian,.  peBibangunan  yang  aken  dan  telah    dllak-

sanakan  b®nar-benar  dapat  dirasakan  nanfaatnya  oleh    ma-

syarakat,   gebab  dlhormatinya  hah-hak  mel`eka  tanpa    Derti-

91kan pelaksanaan  peDhangumn  ltu  6endlri.

Artls    '  perkebbangan:     r..  Eotamadya  U3ung  Pandang  sa-

ngat  diharapken  agar  aparat`lr  peDerintab  leblh  tahan  tL31

berslkap  pragmatic  dan  tldak  teDpranental  dalan  melayazil

setiap  kepentingan  Daeyarat=at.  Memberlakuken    hukun    dan

peraturan  deml  oratig  banyak,  buhan  ]u6tru  menjadl      alat

represlf  terselubung yang  dapat  neruglkan rakyat,  ..   Olch

karen  itu  orientagi  pemt)angumn yang  dlupayakan      untut±

kepentlngan  orang  banyak,. dilakuken dengan  slfat    keber-

samaan  dan  bet.keglaaDbungan.

KODposisi  penduduk  Kotamdya  Ujupg  Pandang  saat  lni

adalah  DajeDuk.  karena  adanya  arus  Danu6ia    yang    datang

secara  berkala  dari  berbagal  daerah  pedalanan.      E,ondlsl

demikiaa  dapat  neaimbulkaa kerawaaaa-keraTaaaa        gosiel

seperti  tirigkat  pengangguran  yaag  tinggi...     ke§oqsazigaa

social  dan  tindakan  krimiz]al.  Kegenuanya  itu          seirlng

dengan  pel'ubahan  dan  perkeBbangan  tata  nilai  masyal`akat,

sebagai  akibat  pengartLh  kenasuan  llmu  pengetahuan        dan

teknologi.  Cleh  kareria  itu  kagus  krimiml,  kbugugnya  pe-

nganiayaan  yang  cukup  neresahkan  masyarakat,       zberupakan
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tarfeangan  yang  harus  di]awab  oleh.  8elurub  jajaraa Kepoli-

slab  dl  Rota.madya   Ujung  Pandang.

Program  ''Kota  Berslmr"  {ber61h,  6ehat,  indah,    ann

dan  rapi)  yang  sedang  digalakkazL..peDoilhtah  daerah   Rota-

nadya  Ujung  Pandang,  harus  nendapat  dukungan  dal.i    berea-

gal  plhak  khususnya  parti6ipasl  varga  nasyarakat.  Penba  -

ngumn  lain  Kotamadya  Ujung  pandang. adalah:      dlbazigunnya

Eava6an Industri  Hakasear.(Kin)  di  bagian   ...utara    kota,

yang akan Denguhah vajab kota  Donjadi  calah satu kota  ln-
dustrl  dl  Indonesia.  Untuk  benuBjang kavasan industrl  1nl

|>ehabiihan lfahassar  juga  segera  akan  ..idiroiiovael      baHan

].alan  toll  6epanjang  kurang  leblh  14 kn  yang  ..p®-ngbiibtang.-

kezi  pelab`ihan mkassar  dengan havasan  industri  Jugs      se-

germ  akan  dlwujudkati.

PeDbangunan kanal  yang  sedang  dilaksanakan  Suga    su-

dah. hampir  raDpung,  walaupuzi  mengalami  tantangan  dan  ber-

bagai  kendala.  Akan  tetapi  berkat  keterpaduan        berbagai

pifak_terlnasuk  kesadaran  dan  partisipasi  nasyarakat,    ke-
senuanya  dapat  jugs  diatasi.   Dengan  deniklan.         penduduk

Eotamadya  Ujung  Pandang  yang  kiai  berjumhah  sekitar    900.

COO  dira   {hasil  gensug  penduduk  tahuzi  1990),  akan    segera

terhindar  dari  bezicaaa  banjir  yang  sangat  meregahkan.

Opaya  perkezabangan  yang  dilakukan  pezBerlntab    daerah-.

Kotamdya  Ujuag  Pandarig  yang  didckuag  oleb  s®luruh Targa-

nya,   pada  haket=atnya  adalah  uzituk  kepebtlngan    dan    kese-

Jahteraan berf5ama.  /kan  tetapi  ukuran  keberbasilaa   kena-
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|uan  pembangurian  ter6ebut ,haruslah  dibarengl  oleh penlk-
mtan  secara  anazL dan  tenteraD,  bebag  darl  race  ketakut-

an  dan ketchavatl:an atas  ancazran  dan  gazlgguan.   0leh    ke-

rena  ltu  Polrl  sebagal  aparat  penegak  hukum,         pongayoD

dan  pellndung  nagyarahat,  pet-lu  lebih  nemacu  dlrl    dalaB

upaya  menclptakan  suasana  anon  dan  tenteram  serta  tertib

hckun  dalam  kehldupan  naqrarakat.

y.encapai  hal  ter6ebut,  setlap anggota  Polrl      perlu
meB111kl  8ikap,  atitara  lain  :

(I)  Sebagai  aparat  penegak  bukun,  hares      b6rtindak

tegas,  loves  dazL  menguaeal  benaz`  tezitan!    bukup

dan  perundang-undan6an yang  berlaku.

(2)  Sebagai  |ienburu  keiahatan.  harus  tangguh        dazi
mengerti  bemr  akan  tugag  dan  Peke€&aanqra,  Be-

nlllki  prof®slomlisn®  dan kedcangan yazLg  ting-

(3)   Sebagai  pehayan  dan  pengayon,  harms        berslkap

slmpatl  dalan  rangka  znenata  tingkah  laku  nasya-

rakat  ke  arab  perkenbangan  dan keDajuan.

3.1.2  PeDbangunan  keaDanan  dan ketertiban  ma5yarakat.
Kemajuan  yang  telah  dicapai  oleh  penbangumn. msio-

ml,  telah  berhaE;il  neaifl8katkaa kese]abteraan    nasyara-

kat  balk  dari  segi  lahiriah  naupun batiniah.  Akan tetapi

darl  segi  lait}  duga  znetlga.ndung  kon6ekuengi  getDakizL   ber-

tanbah  konpleksnya  magalab-msalah  yang  dihadapi,    teru-



37

tama  ancanan.terhadap  keananan  dan  ketertlban  umum.  Ildak

dapat  disangkal  b.ahwa  kemajuan  ilmu  pengetahuan    dan  tek-

nologi,  nempunyai  dampak. terhadap  seznakin      bervarfa61nya

bent`ik  ancaman keamnan  dan ketertlban.  Ouga  kerand=a  bu-

daya  yang  dianut_ Dasyarakat  dapat  meznpengartlhi  slkap    dan

perilaku  mereha,  sehingga  dl  dalam  per6aulan  eoslal    con-
derutlg  untuk  bertindak krimiaal  |ika  Spa  yang  dia"t    ltu

diHzraken  orang.

Uutuk  menghadapl  ancaman  gan6guan keamanan  dan      ke-

tertlban  itu,  dlperlukan  peningkatarl    k®mabp`lan        6ecara

berlan3ut  dart  pihak Polri  naupua iastansi  terkalt  terma-

guk  parti6ipasl  nasyarahat.  Dalam  sasaran-Basaran    pemha-

ziguz2an  ]ang!=a  pan3ang  Kotanadya  Ujung  Pandang,   telah    dl-

tetapkan arab keblJaksaman  penbazigunan bidang ketebeera-

man  dab ketertiban  maeyarakat  {Buku  Profil  REUP,  1989:   8)

bahra'  i

:EgEuni:in:?gi§!i:m!te!:?;:drkoi:7¥FLiaff::tiifgE:::!i::F::
dalam  satu kesatnan Social    yang lebih    tertlb     te-

j#ng:;e:b=::miai:k:i:=na¥i::;:i:B¥E£;rj:i::±:±r:¥:=n
£:t::g§g::8uiaj::b  Dasyarakat    terhadap keananan   dan
Melibat    betapa.   upg®aelnya    kordl61    ..,  aDan.  tertib

dan  tenteramnya  dalan  kehidupan  ini,  maka  sasaran  -peDha-

nguma bidang ketenteramal   dan   ketertiban      masyarakat,
dapat  bezijadi  bahan  acuan  oleh  plhak-pihak  berkompeten.
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Pent)angunan  kamtibmas   yang  merupakan  konsep  dan  mekaiQi§-

ne   urituk  menanggulangi  krimlnalitas  yang    terjadi     dalam

masyarakat,     dapat  dlpolakan  dan  dikembangkarl  secara  me-

lekat. ke  dalam  pranata-pranata  go§ial.   Untuk  itu  menjadi

tugas  Polrl  menggali   darl  menemukan  6uatu  cara     penanggu-

1angan  kriminalitas,     khugusnya     kejahataa    pengaaiayaan

yang  selama  ini  meresahkan  ma6yarakat  dengaa  menggunakan

analisis  6osial.
Hasll-ha61l   pemt)angunan  yang  d.1capal   tldak  akan  da-

pat  dltilkmati  dellgan  teaang  oleh  ma6yarflhat,   ,ipablla  ke-

jahatan  peaganiayaan  frekuensinya  tetap  nenin6.hat.     01eh

6ebab  warga  nasyarakat  akan  selalu  berada  dalam  kekhawa-

tlrap  dan  ketakutaa  terhadap  arLcaman    penganiayaan.   Pen-

duduk  KotaDadya   Ujung  Pandang  yang  mayorita6   suku     Bu6i§

Maka6sal`,   terkenal  bertempramen  kel.ag   dan  men€anut  buda-

ya   ''slri"  6ecara  kuat,   dapat  nenjadi  galah    satu     faktor

penyet)ab  terjadinya  penganiayaan.   0leb  karena  itu  pembi-

naan  magyarakat  perlu  dlberi  skala  priorltas    dalan    pe-

laksanaannya,   agar  6upaya     templ`anen    keras     dan     budaya

yarig  d.1anu.t  dapat,  terarah  pada  proporsl  yang  sebenarnya.
/

Ka6us  penganiayaaa  yarlg  terjadi   di  Kotamadya     Ujung

Pandang,   hlngga  kibi  berda6arkaa  data     yang    ada `  riemang

masih  dapat  dlkendalikaa.   Namun  klta  tetap  waspada  kare-

na  bagaimaaapun  juga,   danpak  dari  penganiayaan  itu  bilkari

saja  akan  dlrasaken. oleh  korban  tetapi  juga    ma6yarakat.
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Sebagai  bahan  perbandlngan  di  bawah  ini  akan  diurai-

kan  dalaD  t)entuk  tabel,   JUDlah  kasus  penganiayaan       yang

terjadi  selama   5  tahun  terakhir  di  Kotamadya  Ujung    Pan-

dan8.

Tabel  1,

N0   I        Tahun             I     Penganlayaan     !      F__!      F         i         %         !Ket.
I                                                !   Bel'at    !   Rlngan   !                  I                     I

i   I   April  1986/1987   I

2   i   April  1987/1988   I

3   !   April   1988/1989   !

4   !   April  19.89/1990   !

5   I   April  1990/1991   I

676    I        930      I   1606    !         -         I

623    I         693      I   1316    I   18,05   !(+)

487    !         397       !       884    !   32,82    !{+)

180    !        260      I      440    i    sO,22    !(+)

432   I        136      I      568   I   29,09    I(-)

Jumlah              I      239812416      !4814   !        -I

Ka8uB  Pengaaiayaaa  5  Tabun  Terakhir  dl  Kotamadya   UP.
Su]nber   Data   :   Laporan  Tahunarl  Poltaboe   Ujurig  Pandang.

}tolihat  tatiel  dl  ataB,  dapat  disinpulkan  bahwa  keja-

hatan  pengauiayaan  yang  terjadl  dl    Kotamadya   Ujung  Pan-

dang  periode   tahun  1986  6ampai  tahurl  1990  setiap     tahun-

nya  mengalami   penurunan.   Bahkaa    dalam    tabun    1989/1990

mencapai/peaurunan  gebegar  50,22  %  dibandlagkan         tahui

1988/1989,   6edangkan  dalam  tahun  1990/199l   justeru       me-

ningkat  sebesar  22.53  %  dibandiQgkaa  tahua  sebelumnya.

Juga  terhadap  ka6us  penganiayaan  ringan  terjadi  pens

runan  dalam  tahun  1990/1991  sebanyak  124  kali   (47,69  %).

sedar}gkan  penganiayaan  beret  tetap  meningket         sebanyak
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252  hall  (140  %).  Peningkatan  ini  nenjadthaD  suatu    tan-

tangan  bagl  pin?k  Poll`1  untuk  segera      mengazBbil       suatu

upaya-upaya  FenanggularLgan,   sehingga  kejahatan  peagania-

yaan  dapat  diturunkaa  frekuensinya.
Berdasarkan  basil  wawancara  yang  peaulis    laksanakan

terhadap  7  orang  perwira  pejabat  fuzigsi    Poltabes     Ujung

Pandang,  bahwa  sebenarnya  situasi  kamtibmas  secara     unun

dalam  tahun  1990/1991  dapat  dikendalikaa.    Memang  terda-

pat  pe]]ingkatan  terhadap  kasus  kejahataa  tertentu  gep®r-
ti  kasus  penganiayaan  dan  pencurian kendaraan    bermotor,

akan  tetapi  secara  keseluruhan  terkendali  dengan  balk.

Kej.ahataQ  penganiayaan  yang  cenderuDg    meningkat  ge-

suai  basil  wawaDcara,  1ebib  banyak  diset)abkafl  oleh  fak  -

tor  emosional  kendati  hanya  ma8alab  6edikit  saja,     serta

peDgaruh  ninuman  keras.  01eh  sebab  itu,  Polri  tetap  akan
lebih  berupaya  melakukan  pembinaan  dan  penindakari  terba-

dap  papa  pen3ual  minuman keras  yaag  tida'f  memiliki  izin,

serta  razia  geajata  tajam  secara  berkala.

3.2  Latar  Belakang  Terjadinya  Eejahatan  Pengahiayaari
Apabila  melihat  grafik  dab  indikator  tindak    ke]ahatan

penganiayaan  akhir-akbir  iai,   suagguh  meEprihatinkaa  sebab
balk  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  nenirigkat    dalam

frekuensi  dan  intengitasnya.   SebagaiElana  dapat  'dita    |ihat

pada  Tabel  1,   bahwa  kejahatan  pengariiayaan  yang  terjadi  di

Kotamadya  Ujung  Pandang  senakin  meningkat  .
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Melihat  kenyataan  di  ata6,   dapat  klta  meagacu  dari  6u-

atu  pen.dapat.  bahwa  manusla  tldak     pemah    lahlr  dengan    ba-

kat  llgenetic  alani"  yang  jahat,  kalau  aantl  §e6eol`aag    ber-

buat  jahat  tidak  solalu  karena  ia  bersikap  melatiggar    bukum

dan  tertlb  soGlal.   Akarl  tetapl  la  kehilangan      keselmbangan

dan  kontrol  perilaku  daa  days  penyesuaian  6erta  suatu  kebu-

tuhan  pada  seat  itu  menyudutkan  dirinya  dalam    posisl    satu

plllhan.   Se6eoI`ang  melakukan  penganlayaan  kadan6  kaz`ena    la

terpaksa  uatuk  membela  diri,   tetapl  akin  lain  naknanya  jika

geseoraag  melakukan  suatu  penganlayaan  dlballk         kejahatan

perampohan.

Later  belakang  terjadlnya  keJahataa  penganiayaari      di-

Kotamadya     Ujuog    Pandaag    nempunyai    variabel    yang  nyaris

total,  dan  tidaklab  fair  apabila  hal  inl  dlserabkan    kepada

Poll.1  dan  aparat  keamamaa  lalnnya  saja.     0leh    Bebab      akar

dari  kejahatan  peaganlayaan  berpro6es  dalan  segala  mobili  -

tag  Da6yal`akat  ltu  6endlri,   ternasuk  dalam    care       Denjawab

tantangan  pembanguma  nagloaal  yang  Sedans  berpacu       deD6an

nodernlsa6i  darl  kema]uaa  tekflologi.   Kagus  I)enganiayaan  yaag

cenderung. menlngkat  6angat  berbahaya  terhadap         6tabllltas

keamanan  din  ketertlbatL  `lnun,   dan  Polrl   juga   telah  berusaha

men]awab  tantangan  tersebut,  meskipun  nasib  tampak    bebera-

|>a  ke|emahan-keleDahan  karena  Danu6la   juga   banyak  ya]ng    t|.

dak  dapat  meagendalikan  hukun  dalam  kehidupannya.

Masalah  keJahatan  peaganlayaan  terma6uk     faktor-faktor

t```t-
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yang  nelatarbelakanginya  memang  menjadi  tugas  dan  kewajib-

afl  Polri,  akari  tetapi  perlu  dukuagan  dari  semua  pihak.  Ma-

nusia  sebagai  pelaku  penganiayaan,   juga  perlu  didekati  ge-

cara  bijaksa]ra  uptuk  mengetahui  faktor  yang  neni.?d|  . .S9bgp

ia  melakukannya.  -Perlu      9?Sera    ditarin!kan:_...   pengenalan

te|.riadap  hukum,   sehingga  mereka  dapat  mengeaali  uaj.ab    hu-

kun  lndoDesia  yaag  mengatur  tlndakan-tindakaa  bagi  pelang-

g.ar  hukun,  serta  dapat  nenyadari  kesalahan  yang  telah   di-

perbuatnya.
Dalam  nenanggulangi  kasug  peagaaiayaan,     tidck    cukup

kiranya  ;|ika  hanya  ditanggulangi  den6an  patroli/ronda,  pe-

qindakan  dan  pe'nj.atuhan. hukunan  gala.  Akan  tetapl  hal    ini

perlu  diketahui  faktor-faktor  yang  berkaitafl  dengafl    latar
belakaBg  terj.adinya,  yang  metijadi  perLdorong  sehiagga  sege-

orang  nelakukan  pengaQiayaan.  Dengaa  denikian,  dapat    kita

memrik  guatu  koaklusi  yang  tepat  dalam  menetapkan  kousep,

balk  cara  pembiDaaa,   pencegahan. mexpun  penaagglllaflgaa    dab

penegakan  hukun.  Keseriusaa  nembina  `'Jarga  masyarakat,  kon-

sisten  dalam  melakukan  perlcegahan,   serta  konsekuen      dalam

menegakkan  hukum,  memegafl6  peranan  penting  untuk  -Beag`ira-.

agi  atau  menghilangkan  samasekali  kejahatan  perlgania}.aan.

Untuk  mengetahui  secara  ielas  latar  belakaag    seseo  -

rarig  nelakukan  peflganiayaan  di  Xotaaadya  U.iung  Paadang,   s£

suai  hag;il  penelitian  peDulis  dengaa  cara  menyebarkan  aag-

ket  daa  wawancara  terhadap  pelaku  yaDg  ada  di  ruE!ah  tahan-
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an    Poltabes     dan    Lembaga     Penasyarakatan.     ADaliga     dart

jawaban  dalam  angket  dan  keterangan  atas     wawaDcara,     yaDg

dapat  penulis  kumpulkan  dari  85  orang  ginpel  {36  orang  di-

rumah  tahanan  Poltabes/Polgekta  dan  49  orang    di       Lembaga

Pemasyarahatan  Udung  Pandaag),   dapat  dllihat  pads   tat)el  d|

bawah  lni.

Tabel     2

N=85

NO    I                  Latar   Belakang                !

1   !   Dipermalukan  di  depan  unum!
I   (diejek.   dihina,  dlcacl).    i

2   !   Di6enggol/sengaja     dlpukull.
I  lebih  dahulu  oleb  korban.    I

3    !   De   nd   am.                                        I

4   I   Dilnjak  nartabat    keluargal
I   (§1rl).                                                 I 7,06

J     u     n     I     a     h                         !           85        !100,00      I

Later  belakazig  pelaku  znelakuhan  kejahatan  |]enganiayaan
Sumber  Data   :   Hasll  pengolahan  angket  dan  wawanca|`a.

Dari  tabel  di  atag,   dapat  diketahui  tentang  latar  be-

|akang  |>elaku  melakukan  penganiayaan    sesuaL     yang    pereka
/

rasakan  secara  laDgsung.     Jawaban    mereka     terlihat    bahwa

perasaan  dendam  yang  paling  menonjol  menyebabkan  melakukan

peDganiayaan  (49,41  %).  Kemudlaa     dlpukul     atau    disenggo|

1eblh  dahulu  oleh  korban  30,59   %,     dlp®rmalukan    di     depan

umum  12,94   %,   dan  diluJak  martabat     keluarga   7,06   %;      Akan
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tetapi,  kenyataanriya  tidak  berdiri  sendlrl     tetapl    maslng

masing  pelaku  dalam  melakukati  penganlayaan,  kemungkinaa  dl

pengaruhi  leblh  dart  satu  latar  belakang.
Menurut  data  yang  diperoleh  dl  Poltabe6  ujung  Pandang

bahwa  motif  peaganlayaan  ringafl  dalam  tahua  1990/1991     1e-

bih  banyak  diwarnal  oleh  dendam,   sebanyak  64  kall   (45,5  %)

dart  136  ka6us.   K8mudian  di6enggol  oleb  korbaa  lebih     dulu

41  hall   (30,15  %),   dipermalukan  di   depan  umun     6ebanyak  25

kall   (18,39  %)   dan  dlinjak  nartabat  keluarga  6  hall.   Utituk

jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawab  lnl.

Tabel    3

ro    I                    Hot,1f                             I           F           I           %           !Ket.

I   I   Dlpernalukan  dl   depan  umuaL.I        25          !     18,39
2   I   Dlgeriggol  lebih  dahulu  oleh!                      I

I   korban.                                                     I   -41           I     30il5

3    !I)eadam.                                            I         64            147i    5

4   I   Dilnjak    nartabat    keluargal                     I
I   (Girl).                                                     I           6           14i4l

I     u     n     i     a     h.                            I     136           1100,00      I

Motif  kas,u6  penganlayaan  rlngao  yarig  terjadl  dalam  tahun
1990/1991. ,
Sunber  Oat;   :  Laporan  Tahuma  Poltabeg   Udung  Pandang.

Sedangkan  kasus  peflganiayaan  berat    yang    terjadi     di

Kotamadya. Ujung  pandang  pada     tahuzl    1990/1991,     cenderung

meningkat.   Hal  lni  seguai   tabel  I  yaltu  sebanyak  432  kasus

(76,5  %)   dart   568  ka6us   jlka  dlbandlngkan  dengari  yang  ter-
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jadl  pads   tahun  1989/1990.   Untuk  jelasnya  diuraikan    d8lam

bentuk  tabel  tentang  motif  pepganiayaan  berat  yang  terjadi

dalan  tahun  1990/1991.

Tabel     4

NO   i                      Ilo   ti   f                         I I   Ket.

1   I   Dipermalukan  di   depan  umum.  I

2   I   Disenggol  lebib  dabulu  oleh!
I   korban.                                                  I

3    !    De   ad   a   in.                                           I

4   I   Dllnjak    nartabat    keluarga!
I    (611.1),                                                                I

106
184

18

J     u    n    I     a    h.                          !        432        I   loo.00      I

Motif  ka6us  pengaulayaan  beret  yang  terj?dl  dalam  tahun
1990/1991.
Sumber  Data   :   Laporaa  TabunaD  Poltabes   UjuDg  Pandang.

Melihat   tabel  di  ata6,   cukup   3elas  bahwa  motif  penga.-

niayaan  berat  derigan  dendam  cukuLp  menon]ol,   yaitu  184    ha-

sus   (42,59   %).   mpernelukarl  di   depan  umun  124  hasu6        (28,

71),   dleenggol  leblb  dabulu  oleh  korbarl  106  kali   (24,53  %)

gedangkan  dllnJak  Dartabat  keluarga   (61rl)     18    k8gu6     (4,

17  %).   01e/h  6ebab  itu,   masalah  dendam  lnl     perlu    mendapal

perhatiao  khusus  uutuk  dlbilangkan  melalui  pembirman,   balk

oleh  papa   tokoh.  ma6yarakat  maLlpun  tokoh-€okoh  agama.      PeD-

binaan  moral  melalul  ajaraa  agana  iai  seyogianya    dllntea-

sifken,   sehlagga  Polrl  pua  mendapat  diilcungan  dari     lembaga

|eabaga  maGyarakat  dalam  meaaaggulangi  kagus  penganiayaari.
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Latar  belakang  dapat  pula  timbul  karetla  adanya  penga-

rub  yang  lebih  mendasar  dan  lebib  quum,  6epelti  latar    be-

1akang  kehidupan  keluarga,    pendldilran,     umr,1ingkungan

pergaulan  sosial,  pekerJaan  dan  6ebagainya.   Darn    6ejun|ah
|atar  t)elakang  tersebut,  gering  dikemukakan  oleh  para  abli

nengeaai  etimologi    kriniaal,  Seperti  adanya  faktor  biolo-  .

gis,  faktor  psikologis  dan  faktor  goslal.  Balkan   ado  pula
sebagian  ahli  yang  nenggabunghan  faktor-faktor  tadl      yang

digebut  "multiple  factor  approach".

Apabila  kita. meDperhatlkan  uraian    di    ataB,    peat)lls

menggolongkan  dua  faktor  yang    mendorong.   se6eorang/pelaku

melakukaD  kejahatan  penganiayaan,  yaitu  :

1.  Faktor  latern.
Yang  dimakeud  dengan  faktor  intern  di  61nl,  adalah

hal-hal  yaag  menyangkut  subyektif  yaDg    terdapat      pada

diri  seseoraag,  seperti  segala  sesuatu    yang    berkaitan
iri

dengan.jiwanya.  Dari  basil  penelitian,     faktor      intern

berdapat, pada  znasalah  dendan  dan  mempertahankan  marta  -

bat  keluarga  (siri).  Kedua  faktor  ini  merupakan      latar

belakarig  yang  datangnya  dart  dalam  diri,  sebagai    basil

proses  dalan  diri  geseorang  uatuk  mempertahackaa    harga
diri  di  mata  orang  laia.

Di  siai  terlibat  jelag  bahwa  corak  pribadi      eese-

orang  telab  dibent`lk  bukan  hanya  oleh  faktor      blologls

dan  kewajiban  belaka,.  akaD  teta|}i  juga  oleh  hagil  later
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aksl  antara   faktor  biologl6  dan  kejiwaan  dengan     faktor

lingkuagaa  6oslal  yang  ditemuinya.   Setiap  keadaaa  so6i-

a|  meriipakaa  latar  belakang  kehidupdn  para ,pelaku  keda-

hatan  penganiayaan,   jauh  sebelun  mereka  melakukan  keja-

hatan  tersebut.
Kegoacangan  jlwa  aklbat  dendam  daa  terhinanya  nap-

tabat  keluarga,  kelemahaD  moral  1ndlvldu  daa  sebagainya

DeDbuka  peluang  yang  anat  besar  bagl     seseorang       untuk

nelakukan  kejahatan  pengaaiayaan.   Akaa    tetapl,     faktor

intern  ini  juga  harus  dldukung  pula  oleh  sejunlah    fak-

tor  ekstern,   yang  pads  dasarnya  juga  memegang      peranan

ata6   terjadinya  kejahataa  penganlayaao.

2.   Faktor  Eketera.

Dl  antara  6eklan  banyak  faktor  6keterzi  yang    dapat

Dempengarubl  6eseorang  Delakukan  kejahatan  penganiayaan

umumnya  dipengardhi  oleh  llngkungan  6o6ial.   Dari  peael±

tiaD  yang  peaull6  lakukaa,   dltemukan  §uatu  keac!aan  ten-

tang  pads  saat  Solaku  Denlnggalkan  kehldupan      keluarga

yang  balk-balk,   dapat  terJerumus  ke  dalam  per6aulan  so-

sial  yang'cenderung  tldak  menghargal    etika     pergaulan.

Akibatnya,  perllaku  darl  tlndakan    menpernalukan      orang

lain  serta  §engaja  nemukul  atau  mengaalaya    orang    |a|L

taapa  sebab,  nen]adi  slkap  yang  dianggap  biasa  saja.

Terpyata    bahve   faktor  lingkungan  soslal  yang    di-

alani  pelaku,   nembawa  mereka  bertempramea    keras     tanpa
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mempertimbangkan  nilai-nilai  etika,   moral    dan      nilai-

ni|ai  agana.   Itingkungan  sosial  yang  tldak  nenguntungkarL

iai,   dapat  mempererat  konstribusi  pe.rilaku         seseoraag

untuk  bertiadak  dl  luar  ketentuan-ketentuan bukun    yang

berlaku.   0lehnya  ltu  plhak  yang  berkompeten         terhadap

keamanan  daa  ketertiban  unun,   6eyogianya  nengontrol  dan

memantau. Iingkungan  pergaulan  dalaD  nasyarakat,         agar

perilaku-perllaku  negatif  dapat  dlcegab  perkembaagaanya.

Di  6amping  lingkungaD  soslal  yang  cukup     berpenga-

ruh.      juga   tidak  terlepas  darl  kehidupan  hukun  yaag  ber-

laku.   Kebldupan  hukun  dl  Iadoae.sla,   khusugnya  di  Kotama-

dya  Ujung  Pandaag  turut  nempengarubl  proses       terJadlnya

penganiayaan  yang  cenderuog  neningkat.   Hal-hal  yaag    da-

pat  berpengaruh  dart  kehidupan  hukuJn     ter6ebut,       arLtara

lain  peraturaanya  sendlri,   peael`apan.6aaksinya,   daa    pe-

rllaku  orang-oraDg  yang  berhubuDgan  deDgan  hukun.

Darl   uraian-uraian  di  ata6,   dapat  dl6.anbarkan  bahwa

kejahatan  pada   umunnya  merupakarl  basil     produk61       nafsu

jahat  atau  mental  yaag  tldak  balk.   Keluaran    dart     naf§u

]ahat  atau  merital  yaBg  tldak  balk  lni,   menurut  teori  ke-

sisteman /nerupakaD  basil  pro6es  dari  masukaa  yan8`     tidak

balk  pula.   01eh  karena   mfsu  jahat  bukan  bawaan      lablr,

melainkan  dipen8arubi  oleb  beberapa   faktor  ek6tem  dalam

kehidupan  6osial  se6eorang,   sehiagga  ia   tidak..dapat .men-

bedakan  mane  yang  I)alk  dan  maaa  yang  tidak  balk.
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3.3  Pandangan.Masyarakat  Terhadap  Terjadinya     Kejahatan  penga-

niayaan.

Dalam  ruaag  gerak  bag.i  hukun  dan    kamtlbmas,  masyara-

hat  bukanlah  merupakan  suatu  obyek  yang  statig  akan  tetapi

gebagal  subyek  yang  dlmmis.  0leh  6ebab    na6yarakat       akaa

selalu  berubah,  yaBg  pada  dasarnya       meagisyaratkan    bahwa

keamanan  dan  ketertiban  dalam  aspek  ruang  dab  waktu,     akaa

nengalani  dampak  pslkologls  dan  soslologi6      yaa6      kurang

nenguntungkan.   Dalan  dunla  yaag  6emakiD  6enplt  atau   "  glo-

ballsa61  dunia   "  akibat  semakln  majunya  perkembaagan    tek-

nologi,   nenyebabkan  kejahatan  guLdab  nan|)u     meDembu6     t)atae

De 8a ra .

Aklbatnya,  kejahatan  pub  turut  berubah  dab  dalam    81-

tuasi  tertentu  menunjukhan  adanya   ge]ala  global    crlmiml.

Demiklan  p`11a  ka6u6   penganiayaan,   Juga   cenderung   berdimen-

81  luas  6ehlagga  8etlap  orang  pada   dasarnya  memiliki       po-

tensi  gaada.,   yalt.u  potensl  untuk  Denjadl  pelaku  dan  poten-

si  menjadi  korban  penganlayaan.   Hal  1ni    6ecara     subyektif

menlmbulkaa  pemfsiran,   bahwa   ter.jadinya  ka6us  peBganiaya-

an. itu  diukur .atas  kepentlngao  §endirl.   Demikiari  pula  pads
/

masyarakat  Kotamadya   U]uDg  Pandang  yaog  sedang     bel.kembang

da|am  §etlap  kehidupan,   wajah  hukum  yarlg  terbentuk     cende-

I.ung  leblh  menge6arlkan  adanya  ciri  masyarakat  kepentlngan.

Pada  masyarakat  kepeatlagan  lal,   pengendallan    6osla|

nenjadl  leDah  karena   tldak  manunggal  lagl  dengan  Dol`alLta6
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dan  etika  kontrol.  Akibatnya  akan  nenjadi    semakln    runlt,

Set)ab  6etiap  lrldivldu  bel`usaha  menghindari    kekeragan    dab

penganlayaan,   sebaliknya  cenderung  mem±lib  untuk       nenjadi

pelaku  penganiayaan  daripada  dianiaya  oraag.   Fenomena    ini

tidak  akari  berakhlr  tanpa  peran  6erta  masyarakat,  yang  se-

ring  dlsebut  suatu    partisipasi  ma6yarakat  dalam      kant|b-

mas.   Pal`tiglpa61  ini  nerupakan  salah  6atu  upaya       membantu

Polrl  untuk  mengantl61pa61  sebab-aklbat  peuganiayaan    yaag

terjadl  dalaD  nasyarakat  itu  sendlrl.

Sebelum  korlsep  kejahatan  t)elun  berdimensi  luas,     par-

tl6ipasl  nasyarakat  cukup  dengan  slskamllng  (sigtem  keama-

nan  llngkungatl),   Satpan  dan  beberapa  wadah  organi6aFI     Ta-

6yarakat  dalan  tientuk  dari  jalurnya.   Namun    goat     pengenda-

llaa  so6ial  meajadl  1enab  dalam  nasyarakat,   organlsa61  1tu

horns  dilengkapi  dengan  cara  menyentuh     aspek-aspek       yaag

lebih  reallgtis.  Mekeai6ne    peagendaliaD    sosial  demikiati,

harus  benar-benar  dlmotivasi  dengan  6ikap  anti       kejabatari

oleh  setiap  lndividu  darl  pratlata-pl.anata     eo61al.       Dengan

denikian,   secara  6oslologis  dapat  dlkeDall       eksistensinya

dalam  setiap.§truktur  6o6ial  ma6yaraket.

Keceb'derungan  ma6yarakat  yang  lngia  mendapatkan  pela-

yanen  hukum  secara  leblh  cepat,   Seba8.ai  akibat  gel.ak  dlna-

nls  pertumbuhan  hllkum  aa6lonal,   telah  memberlkan` toleransi

dalam  koateks  ke6adaraD  hukum.   0lebnya  itu  dal8m       penera-

pannya,   setiap  kepentlngan    warga    magyarakat       seyogianya
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didahulukan  dl  atas  ke.pentingan  pribadi,     dab      masyarakat

juga  harus  bersikap  berani  melav/an  kejahatan  dalam  dimen6i

|uag.  Misalnya,  manpu  nenjadi  poli§i  terbadap      diri      dab

lingkungannya,  mau  memberi  infornagi  kepada  Polri  terhadap

adanya  kejahatan,  mampu  nengendalikari  kepentinganya    agar

tidak  meajadi  pelaku  penganiayaan  khususnya.

Pandangan  dan  kepedullan  nasyarakat.:      t8z.hadap       ka-

su6  penganiayaan  yaag  akhir-akhir  iai  meriingkat,  merupakan

suatu  sikap  positif  dan  perlu  nendapat  tanggapan  Polri.

Dengarl  demikian  keterpaduan  gikap  dan  pandarigaD  atas     dam

pak  pengaDiayaatr antara  Polri  dan  ma6yarakat,  .akan  berguaa
dalam  rangka  perLcegahan  dan  penanggulaagarmya.  Polri  seba-

gai  penanggung.jawab.keananan  dan:ketertibafl.ulitip,       tidak

ahan  berhasil  balk  apabila  masyarakat  tidak  nenbuka    diri.

Bahkan  dari  paDdangan-paadaflgari  dan  kepedulian  ma§yarakat,

dapat  memberikan  motivasi  bagi  Polri  untuk  lebih  memantap-

kan  diri  menangkal  darl  memberantas  ka6us-kasus  penganiaya-

an,

Untuk  mengetahui  pandan8aa  masyarakat  atas  terjadinya

kejahatan  penganiayaan,  penulis  nenyebarkan  angket    kepada

golongarl-golongan  masyarakat  Kotamadya  Ojung  Pandang  seba-

gal  E;ampel  mewakill  selur.uh  nasyal.akat.   Golongari    magyara-

hat  tersebut  adalah.  :

1.   Dosen  Universitas  Negeri  &  Swasta  =    10  orang

2.   EakitD  sebanyak     .                                        =       5  orang
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3,  J  a  k  s  a

4.   Penuka  agama/masyaraket

5.   Maha616wa

6.   Pegawal  negerl

7.   Camat  dan  I,urah

8.  Keluarga/kerabat  korban

=        5  Oran8

=    10  orang

=     20  Oran8

=     10  Orang

=     10  0raflg

=    10  orang

I     u    in    I    a    h                        =     80orang

Ata8   jawaban  mereka  pads  pertany?an  comor  4  angket  11

dapat  dllihat  pada  tabel  dl  bawah  lni.
Tabel     5

N=80

ro   I       Pandangan    14asyarakat        I %           ,   Ket.

I   I   Hares  ada   upaya  pencegahan!
I  Delalul  penblnaan    moral,-!
i  dan  Polri  haru6  Derdngkat-I
I  ken  fuog6i  dan  perannya.      I

2   I   Pel.akunya     harus     dihukuD-i
I   eetinpal  pel`buatannya     6e-!
!   suai  hukun  yang  berlaku.      !

3   I   Meresahkao  dan.    nengganggul
<,

I  kam?ibnas,   serta       dapat  -I
I   menpengarubi  pro6es  pemba-I
!   ngutlan'                                                 i

32 I 50

23'75

43'75

J      u     in     1     a     h                           I           80         1100,00

Pandangan  masyarakat  terbadap  kejahatan  peoganiayaan.

Sumber  Data   :   Ha§11  pengolahan  angket.
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Mellhat  tabel  dl  ata6,   dapatlah  dl6impulhan  bahwa   ]a-

waban  responden  cukup  bervariasl  dab  hampir  6eimbang.   Pan-

dangan  bahwa  pengaalayaan  mer.e6ahkan  dan     mengganggu    kan-

tibmas,   6erta   dapat     mempengaruhi     pl`ose6     pembangunan    35

orang  (43,75  %).   Hal  1ni  nembuktlkan  bahwa  ma6yarakat    ne-

aaruh  kepeduliaa  terhadap  ma6alah    kamtibnas,   dl  nana     de-

ngan  ter]adinya     penganiayaan  `  dapat     nempengal`uhi     prose6

penbangunan  liaslonal.  0leh  karena  ltu,     dapatlah  dikatakan

bahwa  aDtara  kamtibnas   dan  pemt)an6.unan  nasiooal     mempunyal

keterkaitaa,  dan  menlkmati  ha6il-basil  pembangunan    harus-

1ah  dalam  kondisl  yang  amaa  dan  tenteran.

Jawabaa  re6ponden  tiahwa.  haru6  ada   pencegahan    melalul

pemblnaari  moral  masyarakat  daa    Polri     harus    meningkatkaa

fungsl  dab  perapnya,   6ebanyak  26  orang  (32,50  %).     Di  6ini

terllhat  t)ahwa  sangat  urgea  dllakllkan  upaya-upaya  pencega-

han  melalul  pemblnaan  agana  daa  akblak,   yarl6  didukung  oleh

pemuka-pemuka  agama  dab  nasyaraket.     Demikian  halnya  Polri

haruB  lebih  meningkatkan  fung6i     dan    perannya,     khuGusnya

dalan  nelakukan  upaya   pencegahan  terhadap  ka6us     pengaaia-

yaan  dan. penbinaaa  masyarakat.   01eb     gebab     membirm     moral

dan  akhlak  warga  nasyarakat,   dapat    nengendalikan    dirinya

dari  naf6u  dan  cepat  terslnggung,  selanjutnya  tidak    cepat

melakukan  penganiayaan  terbadap  orang  lain.

Kemudian  jawaban  bahwa  pelaku  peDganiayaaa  hal`us     dl-

hukun  setimpal  perbuatannya  6esuai  hukum  yang    t)erlaku    19
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orang  (23,75  %).   Dari  pandangan  ini  berarti  I)ahwa  masyara-

kat  mengharapkan Polri  sebagai  penegak  hukun,  harus       ulet

dan  memiliki  profesionalisme     dalam    melakukan    penyidikan

dengan  tuatas  tel`hadap  setiap  kasus  periganiayaan.     Peranan

Polri  dalam  penanggulangan  kasus-kasus  penganiayaarL sangat

menunjang  pembangunan  nasional  pada  umumnya,  dan    stabili-

.    tag  keamanan  dan ketertibaa  pada  khususnya.  01eh  sebab  itu

Polri  harus  peka  dan  tanggap  .terhadap  setiap    permasalahan

masyarakat,  agar  supaya  basil-basil  penbaflgurlan  yang  telah

dicapai  dapat  diniknati  dengan  anan  dan  tenteram  oleh    na-

syarakat.

3.4  Pengaruh  TirlBkat  Kejahatan  Penganiayaan  Terhadap    Keama]ran.

dan Ketertiban.

Kotariaya  ujung  pandang  adalah  mer'upakan.        barometer

dazi  prioritas  sasaran  Polda  Sulselra  dalam  upaya  pembinaarL

stabilitas  keamanan  dan ketertiban  nasyarakat  (kamtibmas).

Sejalan. derigan  itu,   bahwa  perhatian  pemerintah.  dan    masya-

rakat  ter.hadap  arah  penbangunan  wilayab  Indonesia       bagian

tinur,  nenyebabkan  pula  Kotamadya  Ujung  Pandang         sebagai

pusat  interaksi  pengendaliaanya.  Hal    ini    menuntut    suatu

profesionalisme     bagi  Polri,  untuk  mengantisipasi    kemung-
kinan  timbulnya  pelbagai  dampak  terhadap  stabilitas      kam-

tibmas  sedini  mungkin.  Kualitas  kamtibmas  yang  mantap  ter-

hadap  segenap  kegiatan. masyarakat  dalam  penbarlgumn,   meru-

.     pakan  prasyarat  dalam  menyiapkan  infrastruktur  pembangurLan.
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Oleh  karena  itu,     upaya-upaya    pemantapan    §tabilita6

kantibnas,   menJadi  nut.Iak  ditingkatlfan  agar  manpu  menjamin

dinamika  penbanguaan  n.a61ona|.     Dalam    .neagata6i     pelbagal

|nteuslta6   gangguan  kamtibmas,   perlu  kel`Jasama  yang  harmo-

nis  6etlap  instansl  pemerintah  dan  §egenap  lapisan    m§ya-

rakat.   0leh  sebab  meningkatnya  gangguan  kamtlbnas     khu6u6-

nya  kagu§-kasus  penganiayaan,   tldak  Saja  mere6ahkan  keten-

teraman  ma6yarakat   tetapl     juga    neupengaruhi     pelaksanaan

pembangunan  secara  keseluruhan.

Pelak6anaaa  pembaagunan  yang  dilembagakan  kedalam  dl-

mensi  lebih  lllas,  menghendaki  setlap  aparat  kamtibms     tii-

rutserta  melembagakan  6erta  nelengkaplnya  deagan  mekaul§me

peniadaan  iustabilitas,  yang  acapkali  menyertai  gerak  maju

pembangunaa  itu  6endlri.  01ehnya  ltu,   ]ika  kagus-kasus  pe-

nganiayaaa.  frekueuslnya  tetap  neningkat,     maka    stabilita6

kantibma6  akaa  turut  tergarlggu`  sekaligu6  mempengaruhi     ta-

tanan  kehidupan  ma6yarakat.   Uatuk  menangkal     ancaman    kam-

tibmas  ini,   menbawa  kon6ekuensi  bagi  setiap  aaggota    Polri

agar  menillkl  wawasarl. Iuds  dan  leagkap     tentang    kamtlbmas

ltu  6endlri.   .
/

Tidak  dapat  di6angkal  bahwa  meningkatnya     kasus-kasus

penganiayaan  akan  nempeagaruhi  stabilitas  kamtlbma§ ,   kare-
mnya  Polri  harms  nemiliki  care  dan  teknik  uatuk  mengemba-

|ikafl  stabilltas  yang  tel.gaaggu  ltu.     Se]alan  dengan  peru-

bahan-perubahan  masyarakat  daa  pengaruhnya  bagl  hamtibmas,

r+
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maka  dalam   GBHN   tahun     1998     dlauamtkan     untuk     menbangun

8lstem  kamtibnas  swakar8a.   I)alaal  slstem  kantlbmas  8wakarsa

lni,  intinya  ada  2  hal  yaitu  :

I.   Polrl  sebagai  intl  pembina  'kamtibmas  barus     men]a-

dikan  dirinya  sebagai  aparatur  negara  |]enegak    hu-

hun  yang  mahir,   terampil,   bereih  dan  berwit)awa.

2.  Ma6yarahat  harus  memlllkl  days  tangkal         terhadap

kejahataa,  di  nana  nantinya  akan    diarahkan    untuk

memillki  kualita6  daya  tangkal.

Dlengkaji  61gten  kamtibmas  swakarsa  dl  ata6,     dapatlah

dlsimpulkan  bahwa  antal`a  Polri  dan  nasyarakat  haru6  mempu-

nyai  kesanaan  persepsi  dalan  nenclptaken  kamtibmas         yang

mantap.  Kejahatan  penganiayaan  sebagai  salah  satu       bentiik

gangguan  kemtlbma6,   haru6.  dihadapi  dengan  kebulatan     tekad

untut  nenantapken  penblman  terhadap  daya  tangkal    kedalan

struktur  ma6yarakat.   I)engan  demikian  akaa  terbentuk    slkap

kebersanaan  yang  efektlf,  balk  daya  tangkal  nauppn         days

lawaD  masyarakat   terhadap  kejahatan  pada  ununnya.

Selaln  itu,   juga  latar  belakang  terjadinya    pengania-

yaan  haru6  mendapat  perhatian  khusus.   Peagaruh  dendan,   ce-

pat  tersi/nggung,   dan  kebiasaan  membawa  senjata   tajam,     6e-

baiknya  diberi  skala  priorltas  untuk  ditangkal  dan  ditaag.

gulangl  secara  proporsional.  Polri  dan  unGur  yang  terkait,
berkewajlban  mengadahan  pembinaan  daa  nenclptakan  kamtib  -

mag  dari   setiap  t)eatuk .peaganiayaaa  yarig  merigancam.
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Menciptahan  dan  mengupayakan  kepatuhan  magyarakat  ter-

hadap  peraturan  perundaDg-undangan  yang  berlaku,     met.upakan

nodal  terciptanya  stabilitas      kantibma6    dan    kelaDg6ungan

pembangunaa  aaslonal.   Polrl  gebagal   peagemban  peaegak  hukun

pemblmbing,   pengayon  dan  penbina   ma6yarakat,Seyogianya   pula

nengerti  dan  memah8ml  peranannya   6e6ual  kewenangan  yang  di-

berikan  oleh  undang-undang.

Polrl  sebagai  pent)uru  kejahatan  tldak  banya    dltaDtang

mutu  profesionalismenya,   tetapl  jugs  barus  nemillki         jlwa

keJuangan  yang  tlnggi  sebagalmam  tersirat  dalam  kebijakga-

naan  dan  gtrategi  Optina6i  dab  Dlnamisasi.  Monentun  lrii  me-

rupakaa  laflenentasl  u;tuk  nenjawab  kemaJuaa  llnu    peogeta-

huan  dan  tekriologl,   yatLg  dampaknya  berpengaruh  kedalan     ta-

tanan  kehidupaD  masyarahat.  0lehnya  ltu  dalan  pergaulari  6o-

§ial  nagyarakat,  haruglah  dlpaatau  agar  benih-benin        yaag

mendorozlg  seseorang  Delakukan. penganiayaan,   dapat  diantl61-

pasi  secepat  muagkia  sebelun  berkenbang  lebib  jaub.
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BAB4

PERANAN  POLRI   DALAM. PENANGCULAn-CAN  KEJAHATAN   PENGANIA¥AAN

UNTUK  RENUNIANG  PEMBANGUNAN  KOTAMAD¥A   UJUNG   PANDANG

4.1  Pemngg.ulangan. Secara  Preventif.

Sejalan  dengan  berlangsungnya  proses  pembaDgunan  di-

Kotamadya  Ujung  Pandang,   tel`jadi  pula    peningkatan       arus

diaamika  sosial  dan  modernisasi  dalam  setiap  aspek    kehi-

dupari  nasyarakat.   Dalam  berbagai  ragan    bentuk    interaksi

sogial,  di  satu  sisi  menghasllkan  berbagai  perubahan    dan

perkembangan. positif  di  semua  aspek  kehidupan,   namun    `dl

sisi  lain  tidak  dapat  dihindarkaa  adanya  dampak  negatif.

Pengal`uh.  -.   pogltlf   _ `   keberhasilan  I)eDbangunan. anta-

ra  lain  semakin  meningkatnya  mutu  kesejahteraan  dan      ke-

cerdasan.  neningkatnya  mutu  jasa  pelayanan  knususnya     .dl

bidang  keamaaan  dan  hukum.   Sedangkan    dampak       Degatifnya

antara  lain  terciptanya  kesenjaDgan  Sosial,   tingkat      pe-

ngangguran  yaag  tinggi,  yang  dapat  nenimbulkaa    kerawanan

kerawanan  sosial  dalam  beatuk  gangguan  keanaaaE  dan      ke-

tertitgn  pagyal`akat  terma6uk  ke§tLg  pengazifayaan.

Senua  bentuk  kerawanan  potensial  dan  ancamaD    aktua|

tersebut,   pada  hakekatnya  merupakan ancaman  terhadap     ja-

lannya   peat)angunan,   keberadaaa  clan  berlakunya  hukum    per-

undaag-undangan.   ser'ta  ketenteranan  hidup  nasyarakat.  Ka-

renanya  Polri  sebagai  inti  penbina  dan  pelaksana    kamtib-
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sipasi  faktor-faktor  yang  nenjul.us  ke  arab  tindakah    main

hakim  sendiri  olen  wal`ga  masyarakat.   .    _Bentus            faktor

atau  potengi  tersebut  dapat  berupa  perasaan  dendam,   cepat.

tersinggung,  kebiasaaD  neminun  minunan  keras  dan  kebiasa-

an  menbawa  senjata   tajan.

Dalam  OU  nomor  13   tahun  1961     -kmlsu§nya         .  pasal  2

ayat  I,  dengan  jelas  tnenyatakan  bahwa  galah  6atu  pelaksa-

]maa  tugas  Kepolisiarl  adalah  secar.a  preventif .   Dengan  de-

mikiaa,  fungsi  preventif  ini  nenjadi  alternatif    terpilih

agar  dalam  proses  penataan. ke6ejahteraan  nasyarakat,     ti-

dak  tergarlggu  oleh  ancaman  bert)a6ai  gangguan      kamtibnag.

01ehnya  itu+ getiap  anggota  Polri  dalam  zBelaksanakan  togas

preventif ,  hal.us  memahami  situasi  lingkurlgan  wilayah    tu-

gasnya  sehingga  sasaran  metljadi  jelas  Serta  pola  kegiatan

dapat  diarahkan  secara  tepat-guna.

Pelaksanaan  fungsi  preventif  dalam  orgaaisasi    Kepo-

|isian  Republik  Indonesia,   umunnya  dilak§anakan  oleh    sa-

tuaa  Sabhal.a  sebagai   pelaksana  tugas  unun  Kepolisian.   Se-

dangkan  bentuk-bentuk  tugas  pr.eventif  yang  umumnya  dilak-

sariakaa  oleh.  Satuan  Sabhara   (Fungsi  Samapta     Bhayangkar.a/

Tugas  Unum,1980   :   5  a/a   12),   adalah  se.cagai   berikut   :

(1)   Penjagaan.

PeDjagaan  dilaksaaakan  se`cagai     salah       satu

kegiatan kepolisian  yang  dilakukan  di  tempat-ten:.'

pat  penting,   dengan  tu6as  pokok  Eemelihara  keama-
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nan  dan  ketertiban  umum,   dengan  lebih    mengutama-

kan  pencegahan  daripada  penindakan.

(2)  Patroli.
Patroli  adalah  salah  satu  kegiatan  kepolisi-

an  yaog  dilakukan  sebagai   usaha  nencegah  bertemu-

nya  niat  dan.kesempatan  seseorang  untuk      melaku-

kan  pelanggaran  atau  kejahatan.   Pelaksanaan    pat-

roll/ronda  biasanya  dilakukaa  oleh  dua  orang  atau

lebih  anggota  Poll`i,   dengan  jalan    nemantau       dan

merLjaga  suatu  tempat  terteritu,   atau         mendatangi

tenpat-tempat  yang  dicurigai  akan    timbul      suatu

gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertibaa  umum.

(3)  Pengawalan

Pengawalan  adalah  suatu  kegiatafl  yang    di|a-

kukaa  ufltuk  melindungi  benda,   orang,   barang  serta

kepentingan  masyarakat  dalam  perpindahannya     dari

satu  tempat  ke   tempat  lain,   agar  sBpaya  t:ldak  ada

gatigguan.   Kegiatan  penga`.I/alan  dapat     dilaksanakan.

dengan  pengawalan  yang  bersifat  rutiD  claD    .penga-

walaa  yang  bersifat  insic!entil/operasional.

(4)  Tindakan  Pertama   di   Tempat  Kejadian  (TKP) .

Tindakan  per.tama   di   TKP  adalah  mer.upakan  tu-

gag  daa  tanggung  ja`'/ab  anggota  Polri  yang  meneri-

rna  laporan  atau  menemukan  sendiri,   tentang  terja-

dinya  tindak  pidana  atau  tenpat  lain  yang    berfu-
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buogan dengan  tindak  pidam  tersebut.   Tindakan  dl

tenpat  kejadlan  perkara  ini,   bertu]uan  untuk  mom-

tierlkan  pertolongan.atau  perlindungan  kepada  kor-

ban.   menangkap  atau  nengamankaa  pelaku  jika  nasib

berada  di  TKP,   6erta  nenutup  dan  menganankaa    TKP

untuk  mencari  bukti-bukti.

Pemblnaan  Masyarahat#amtlbDa6.

Penbinaan  masyarakat/kantibma6  adalah    §uatu

rarigkalan    keglatan    dalam     Suatu     keBatuan    yang

bulat,   dalap  l`angka  mewujudken       kantlbBias       yang

nantap  dan  dinamlk  dengan    menanggulangi       segala

ancaman  kantlbma6  balk  yang  potenslal  maupun  yang

faktual.
Aflcaman  Potensial  adalah  situasl  dan  kondisl

6edemikian  rupa  yang  membuat  ken;`dll`an  Polisi   un-

tuk  melakukan  tindakari-tindakaa    Kepolisian    guna

menjamin  terciptanya  keamanaD  dan  ketertiban.  M1-

salnya,   dilakukan  dl  lingkungan  dan  tempat       ber-

kunpulnya  nas6a.
•  Ancaman  Faktual  adalah  bentuk     ancaman     yang

s'udah  nyata,  yang  terbentuk  nlelalul     6itua6i  . dan

kondi6i  6ebagai  penyebab  atau     sumber     kesempatan

atau  peluang,  apabila  kesempatan  atau  peluang  itu

tldak  dicegah  atau  dltiadakan.   }1i6alnya,     ancaman

bel`upa   pelanggar8n  Stall  kejahatan  yang  dirumuskan
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.  di`lam  peraturan  perundang-undan6arl,   dan     gangguaa

yang  dapat  terjadi  yang  6ecara  keseluruhan  menja-

dl  urusan  Kepolislan.

6.   R  a  z  1  a.

Tujuan  pelaksanaan  I`azia  adalah  suatu  tinda-

kaa  yang  dllakukan  sewaktu-waktu  oleh    Kepollsian

guoa  meniadakan  atau  menemukan     dan       menertibkan

suLatu  alat  atau  sarana,   yang  diper.klrahan       dapat

membantu  seseorang  melakukan  pelanggaran  atau  ke-

jahataD.   Pelaksanaan `razia  lni  dapat  berupa  razia

genjata   tajam,   ijln  senjata  apt,   kendaraan  bermo-

tor.   razia  di  tempat-tempat  penjualan  ninulnan  ke-

rag,   penertiban  peaJual  kaki  lima  dan  seba6.ainya.

Denikiaa  ganbaran  6ecara  siagkat  beatuk-bentuk  upaya

preventif  yang  dilakukan  oleh  Polri,   dalam  rangka    mence-

gah  terjadlnya   gangguan  kantibma6.     Untiik    penangg`;laagan

secal`a  preventif  kasus-kasu6  penganiayaan     di       Kot;madya

Ujung  Parldang,   §ecara   umum  telah  dllakGanakan  oleh  Polta-

bes  berdasarkan  konsep  tersebut  di  atas.   Hal  inl       dlnak-

sudkan  ag:r  k5resahaD  sosial  akit)at  kejahatan  penganiaya-
/

an,  dapat  dikurangi  atau  dltladakan  serta  mampu.pula     di-

§erap  oleb  ma6yarakat  sebagai  infrastruktur       penanggula-

rigan  dalam  slsten  kamtibmas  6wakarsa.

Dengan  demikian,   dapatlah  dikatakan.  bahwa  Polri  mem-

punyai  peranan  penting  dalam  penanggulangan  secara       pre-
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ventif  terhadap  kejahatan  penganlayaan,     denl       nenunjang

terlaksananya   pembangunan  dl  Kota  Mady8     Ujuag       Pandang.

ELeskipun  kagus-hasus  penganlayaan  akhlr-akhir  ihi  mening-

kat,  akan  tetapi  berdasarkan  basil  wawancara  terhadap  pa-

ra  pe]abat   fungsional  Poltabeg   UJung  Pandang  secara     umun

dapat  dikendalikan.   Nanun  denikian.     bahwa    dalan      upaya

preventif  ini  pel.lu  dukungan  dan  partlsipasl  senua    pihak
untuk  menurunkan  atau  meniadakan  gama  sekali  kasus.penga-

niayaaa  di  Kotanadya   Ujung  Pandang.   Sedaagkan  hasil       wa-

wancara  qari  beberapa  orang  keluarga  korban  penganiayaan,

umunnya  nereka  berpendapat  t)ahwa  sebalknya  pelaku     penga-

piayaan  ltu  dihukun  se6uai  ke6alahannya  tanpa       memandang

status  6osialnya,  agar  nereka  jera  untuk  nengulang,inya.

Uatuk  lebih  Jelagnya  akan  digambarkan  dalan      bentuk

tabel,  keglatan  upaya-upaya  preventif  yaDg  telah      dllak-

ganakan  oleh  Poltat)es  Ujung  Pandang  5  tal`ua  terakhlr.

Tabel     6

ro   I       Tahun        I  Jaga     Ipatrolll   Wal   i     "P   I   Bin!Rzia!  Ket.

I   !   1986/1987
2   I   1987/+988

3   !   1988/1989
4   I   1989/1990
5   i   1990/1991

!   26.233133.60911.228!   4.0371403!   109!

I   19.578!   40.496!1.167!   4.510!   415!   3751

I   18.711!   37.963!1.222!   4.943!   449!   317!

I   17.109142.276!1.268!   5.1421514!   3051

I   18.965!   38.697!1.469!   4.8551517!   3501

J`+nlah            llap, EQj61193.04116. 354 !23.487 i2298 !ii39_!

upaya-upaya  Preventlf  gangguan  kamtlbmaB  Poltabeg  UP
pl`iode  5  tahua  terakhir.
Sunber  Data   :   Laporaa  Tahumn;Poltabe6  Ujung  Pandang.
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4.2  Penangglllan8`an  Secara   l{epretslf.

Secara  konsepsiolral   gambal`an  pembangunan  nasional  yang

komprehensip  dan  berk;1tan  satu  dengan  yan61ainnya     terda-

pat   dalam   GBHN.   Namun  operasl   pelaksariaan  pembangunan.       itu

sendlri  memerlilkaa  adanya  stabilitas  keamanan,   agar    proses

pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  lancar.   Dalam    konteks

demikian,   peran  §erta  masyarakat  untuk  turut  berupaya  mewu-

judkan  kondisi  kehidupan  tertib  hukum  yang  adil         ternasuk

upaya   penanggulang.annya  sangat  diharapkan.   Intensita6       me-

nirigkatnya  kasus-kasu§  penganiayaan  yang  semakin  jauh    dart

perikemanusiaan,   tenggangra§a  dan  kebersanean  yang       dljun-

dung  tlnggi  oleh  bangsa,   perlu  nendapat  prior`itas  penanggu-

1angannya  oleh  segenap  jajaran  Polri.

Upaya  peaanggulangan  repregif  lni,   nemerlukan  berbagai

perangkat  kemampuan  Polri   sebagai  aparat   penegak  hukum.   Hal

tersebut  bukan  saja  nerupakan  tuntutan,  nelainkan  jugs     se-

bagai   tantangao  dalam  rangka  meliiberantas   Setiap            ancalaan

ter.hadap  keam{1nan  dan  ketertiban  ma6yarakat.   Dalam          u[)aya

I.epresif  ini,  Polri  telah  menyiapkan  6uatu  cara  dengan  kon-

sep  lnfra.sturktur  Pemnggulangan  Krimlnalitas   (Ipi{)   sebagai

salah  satu/konsep  dan  6trategi   untuk  meflja\.I'ab   harapan       rna-

sy.-,rakat.   Tujuan  konsep  ini   (Majalah  Pallawa  Lipu,   nomor  96

tahun  XV  1991),   adfllab  untuk  menllai   atau  mengangg«|p,     nana

yang  menjadl  potensi  ancanan  dan  potensi  sebagai         nela\./an

hukun.   0leh  kareaa  keduanya   berada   dan  tumbuh  di   dalam     rna-
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syal`akat,   bahkan  keberadaannya   saline  tumpang-tindih.

Konsep  IPK  ini  juga  merupakan  salah  Satu  tugas  I.epre-

sif  yang  dilakukan  untuk  menegakkan  hukum,   s6rta  mengemba-

1ikan  stabilitas  keamanan  dari  tindakan  yang  melanggar  pe-

raturan-peraturan  hukun  yang  berlaku.  0lehnya  itu,       Polri

sangat  memegang  peranan  penting  dalam  merLanggulangi     keja-

hatan. penganiayaan,  agai  supaya  stabilitas    keamanan    yang

terganggu  da.pat  diantisipasi.   Untuk  i.tulah  IPK  akan    tetap

diarahkan oleh  Polri  dengan  mengikutsertakaa      masyarakat,

sehingga  dapat  berjalan  sesuai  dengan  keingimn  negara  hu-

kun  yang  berdasarkan  Pancasila   dan  UUD  1945.

Penanggulangan  represif  adalah  merupakan    salah    satu

ke7,'ajiban  Polri  melalui  segala   upaya,   pekerjaan  dab  kegia-

tan  untuk  menbantu.kehakiman  dalam  menberantas       perbuatan

perbuatan  ter.sebut.   Fungsi  represif  untuk  melakukafl  penye-

|idihan  ter.hadap  permasalahan  yaQg  didapat,   dilakukan  ber-

dasar.kan  petlgaduan,   laporan  tertulis  naupun  lisan.   diketa-

hui  larigsung,   tertangkap  tangan  termasuk  infornasi    aktua|

yaDg  didapat  dal`i  warga  masyarakat.

Sedangkan  fungsi  represif  untuk  melakukan    penyidikan

menu.rut  Soebroto   Brotodiredjo   (D.P.M   Sitompul  .   darL    Edward

Syahpereaong,   1986   :   65)   adalah   :

Penyidikan  bukan  nerupakan  satu  tindakan,       melaickan

a:€ 3::ga  :: ::a5::a. y£:±n:e:::g5:±e::gay€:£d ak:,:n€::g: i
but  diperlukf=n  urltuk  dapat  mencapai  tujuan.

Tujuan  yang  dimaksrid  adalah  tercaatum  dalan     pasal    I
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butir  2   UU   llomor   8   'l`ahun   1981   tentaiig  liullfu.,   yaitu   :

Penyidikan  adalah  Serangkaian  tindakan  penyidlk  dalam
bal  dan  menurut  car.a  yang  diatur  d.ilam     uadang-undang
ini   untuk  mencari  serta   nengumpulkan  bukti  y.arig       de-
ngan  bukti  itu  membilat   terang  tentang     tindak    pidana
yang  terjadi   dan  guna   menemukan  tersangkanya ....

Melihat  ketentuan  di  atag,   dapatlah     dikatakan     bah.`i.'a

penanggulangan  6ecara  represif  terhadap  kasu§-kasus  penga-

niayaan  yang  dilakukan  oleh  Polri,   memerlul[an  berbagal  pe-

|`angkat   tindakan   untuk  membuat   ter`ang.   Sedangkan  kewajtban

Polri   untuk  melaksanakan  penyidikan,   jugs   nempunyai   wewe   -

nang  sebagaimana   dinyatakan  d.ilam   pasal   7  ayat   (1)   KUHAP   :

(i)   Penyidlk  6ebagaimaBa   dlnaksud   dalam  pasal   6   ayat        (I)
huruf  a   karena   kewajibannya   meiapunyai  wewenang   :
a.   menerima   laporan  atau  pengaduan  dari   seseol`ang  ten-

tang  adanya  tiadak  pidana;
b.   melakukan  tindakan  pertama   pada   seat  di   tempat    ke-

3adian;
c.   menyuruh  bet.henti  seorang  tersangka     dan    memerlksa

tanda  pengenal  dll`i  tersangka;
a.   nelakukan  penaDgkapan,   penahanan,   penggeled.ahan  dan

penyitaan;
e.   melakukan  pemeriksaan  dFin  penyltaan  surat;
f.   mengambll  sldik   jari  dan  memotret   seorang;

9.   memanggil  oraag  untuk  didengar  dan  dipertksa     set]a-
gal   ter§angka  atau  6aksl;

b.   mendatangkan  orang  ahll  yang  diperlukan  d;}lam  hubu-
nga/}nya   dengan  pemer.iksaan  perlcara;

i.   mengadakan  penghentian   penyidl`can;

j.   nengadakan  tindakan  lain  menul`ut  hukum  yang
tanggungjawab.

ber-

Selain  y,-`ng  disebutkan  di  atas,   Polri  dalam  melaksaiL.]-

kan  penang`s.ulan6.an  krimimlitas   Jug`a   dilal{ukan  d;-ilam     ben-

tuk  operasiomil     khusus  Kepollslan.     Ilal     ll}i     bet.df]t,ark€in
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Su|.at  Keputusan  Kapolri  tioluor    Polisi   :     Skep/186/V/1987,

tanggal  9  Mei  1987   tentan8`  Peligesahan  Petunjuk  Penyeleng-

garaan  Operasi  Khusus  Kepolisian.   Konsep  opel.a6i       khusus

Kepolisian  menurut  Surat  Keputusan  Ka])olrl   tadi,       adalah

Suatu  bentulc  kegiatan  peng6.llnaan  kekuatan  Polri  y.ing     dl-

susua  dan  dior6ranisasikan  secara  khu6uS,   gum     dihadapkan

kepada  sasaran  tertentu  dalam  waktu  tertentu,   dengan     sa-

saran  (Skep/186/V/1987)   adalah   :

I.  Krinlmlitas  dan  atau  pelang`garan  terbentu       yan6r
trend  perkeflbangannya   selalu  neningkat  atau       nie-
nunjukkan  peningkatan.

2. Jelhs-jenis  krlminalitas  tertentu  yang  u!c.resahkan
masyarakat.
Bentuk  krinulnalitas   tertentu  yaag  dianggap  menlba-

£:g:k::aE::±d::::am£:I::35::6afa;g:3a£::ra:tngg;u:
sioml.
Kegiatan-keglatan  selektlf  yang  dllakukan    masya-

:£k£:k:::£:np8£:ir:::::ay££3s::in::Lmuk::a:.:Egg:::=
nya.

Sedan6rkan  tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan    situa6i

k6amanan  dan  ketertiban  maByarakat,   yang  meliputi   :

I.   T}erpeliharanya  dan  dlpertahankannya  situ..`si     yang
sebelum-nya   dinilal   tela}i  mant,|p.

2.  ::,:8ufaEa::t:::ta5a:gnj::Ee:#E¥:1  S:::]£:nt:3:.`k

3.  ;::ge::a::£3¥3  a:£a£.::::nd±::r±:i:i,:33£%:n8±::i:i
tan-keglatan  6elektlf  yang  dllakukan  oleh    masya-
rahat  dan  pemerintah.

4.   }1enciptakan  harapan  masyarakat     umun     dan    adanya

;:::n3::3/p:a::S:mss::;a::£:::ensi  Polri    8ebagai
}lengacu  pads  konGep  IDfl.a8truktur  Peranggulangan  Ke-
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jahatan `(IPK) ,   ketentuan-ketentuan  dalam  KU[IAP  serta   pads

Konsep  Opel`asi     Khusug  Kepoligian  dan  uU   nomor  13       tahun

1961,   maka   jajaran  Poltabe6  Ujung  Pandang  telah    melaksa-

nakan  penanggulangafl  secara  repr.esif  terhadap  hasus-kasus

rienganiayaan  6esllai  korsep  ter`sebut.   Hal  ini    metibuktikan

bahwa  Polri  sebagai  penegak  hukum  sekaligus  sebagai  pene-

lihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  mempunyai     pe-

|`anan  yang  sangat  pentipg  dalam  mewujudkannya  yang  memn-

jang  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Meskipun  kasus-ka-

6us  penganiayaan  prosentasenya  meningkat,     tetapi    berkat

kesiapan  dan  kesigapan  Poll`i  sehingga  hal  itli  dapat       di-

kendalikan  claD  Stabilita6  keamanan  dan  ketertlban    ma6ya-

rakat  tetap 'mantap  secara  ke6elLlruhan.

Sebagal  gambal`an  akan  dluralkan  dalam     bentuk     tabel

tentang  haGll-hasil  penyldlkan  Polrl  terhadap  kasu6       pe-

nganiayaan,   dan  dikirim  ke  Penuntut  Umun  untuk       dlajukan

dalam  gidang  pen6adilan.

Tabel   7

Jum !   K   e   t.
i                                !   Berrat   !RInffan!Selesai !Ter`sanctca !

llJanufri        i        3216      I        18      !        12
2    I   Pebruari      I        311        8      !        24      !        16

3    IMaret    I         2817116       I            9

4   I   April              I        221        3      i        15      I         12
M      e      i         I         18      I         4       I         17      I         13

J   u   n  i         !        2h      I        6      !         1h       !           8
Jumlab           I      155      I     34      !      104      i        70

I   47,36   %

I   61,53   %

!   45,71   %

!   60,00   %
'.  77 ,2]  .i.
!    I.6.66    .%

BAP  yang  diajukan  ke  Penuntut  Umun  Januari  s/d  Pebl`uari  91.
Sunber  Data   :   I,aporan  Semester  Poltabes  Ujung  Pand.|ng.
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Demikian  uraian  h;]sil  penyidikan  Poltabes  Ujung  Pan-

dang  terhadap  ka6us-kasus   penganlayaan,   yang  dapab  membe-

rlkai  gambaran  sejauhDana  Polri  berperan  dalam  mewujudkan

stabi|itas  keaLBanan  dan  ketertlban  Dasyarakat  di    Kotama-

dya  Ujung  Pandang.   Dalam   tabel  terlihat  bahwa  pada     bulan

Januarl  1991  terjadi  penganiayaan  berat  sebanyak  32    kall

dan  penganiayaan  riagan  sebanyak  6  kall,  dapat  diselesal-

kan  BAP-nya  6ebanyak  18  ka6us  dan  tersangka  12  orang  atau

47,36  %.  Jadl  untuk  semester  pertama  yaitu  dari  bulan  Ja-

nuari  sampal  bulan  Juni  l99l,     kagus    penganiayaan      yang

tor.Jadi  sebanyak  189  dengao  perinclan  155  kali    pengaala-

yaan  beret  dan  34  kali  peaganiayaan  rlngan.     Untuk  penga-

niayaan.beret  di6elesaikan  sebanyak  70    kasu6     {45,16  9i),

penganiayaan  ringan  dapat  diselesaihan  6eluruhnya,   Gedang

tersangka  penganiayaan  beret  dlklrlm  ber6ama  OAP-nya     ke-

Penuntut  Umun  sebanyak  70  orang.

Namun  demlkiaa,   Poltabes  Ujun6  Pandang  tidak    begitu

saja  dengan  mulus  nelaksanakan  tuga§  daa  kewajiban  rep|.e-

sif  tappa  dukilngan  dan  keterkaltan  antar  fung61    terDasuk

parti6ipasi  mgyaraket.     Sedangkan    nasalah    ketel`batasan
garana,   ju6a  nerupakan  galah  satu  faktor  yang    nemperlan-

bat  proses  penanggulangan,   namun  Poltabes   tetap    lnelaksa-

nakan  tuga6  dengaa  periuh  gemangat.   Ini  semua     dimaksudkan

untuk  tetap  menpertahankan  stabilita§  kamtibma6     yang  me-

rupeken  penunjarig  pembangunan  di  Kotamadya   Ujung  Pandang.
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BAB5

PENUTUP

5.I  Kesimpulan.

Berdasarkan  basil  penelitian  dan  uraian  yang  dtkemu-

kakan  pada   tab-bab  terdahulu,   rumusan  masalah  dalam  penu-

1isan  lni  dapat  dipecahkan  dan  d±j;w2b  yang.-b-impulannya,

seb,igai  berlkut   :

1.   Per,|nan  Polri  dalam  menanggulangl  kejahat,qn    pens,?nia-

yaan  di  Kotamdya  Ujung  Pandang  yang    akhir-akhir    lni

cendel`ung  meningkat,   sangat  besar  artlnya   terut,|ma   da-

lam  era   perkembangan  dan  perubahan-perubahan     magyara-

kat.   Pelaksanfian  pembf]ngumn  seil`ing  dengan       dinamtka

perubrlhan  social  dan  modernlsasl  di  Setiap  aspek  keht-

dup8n  in.isy,|r`,|kat,   dapat  pula   berdnmpak   negatif     terha-..

clap   I,|1annya   rode   pembangumn.   0leh  Bebab  itu,`       Polri

tetap  berupaya   untuk  mengantisipasi  dampak  negatif  ta-

dl,   kendatl  masih  mengalanl  kekilr,engan  sarana   dan  ken-

d.|1a-kendal.1   dalam  pelaksanaannya.   }:antapnya     stablli-

tas  keamanan  dan  ketertiban,   dapat  membangkltkan    par`-

ti.gipasi  masyarakat  dalam  kegi,qtan  pembangunan  sebagal

pra§yarat  untuk  mewujudkan  pemb,ingumn  6ecal`a     keselu-

ruhan,

2.  Kond'isi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  hihgga

klnl  tetap  stabil.  berkat  parti6ipasl    Polri    terutama
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pembangunan  di  bidang  keamanan.   IIal  ini  merupakf]n     sa-

|ah  satu  kebutuhan  penting. yang  memungkinkan  timbulr]ya

kcgai.rrlhan  yang  mendorong  produktivitas  kerja   dan  kua-

1itas  manusia.   Seiring  dengan  perubahafl-perubahan    rna-

sy.|rakat,   per`anan  Polri  uptuk  m9mbangkitkan  partislpa-

si  masyarakat  agar  turutser.ta  menanggulangi  setlap  an-

caman  kamtlbmas,   akan  bermf]nfaat   bai.k  dari   segi   `{eutu-

han  pemb,qngunan  maupun  segi.   tatanan  kehidupan     sosial.

01ehnya   ltu  antara  Polri   dan  masy,irakat  mempunyai     ke-

terkaltan  yang  sangat   el`at,   khususnya     dalam  memt)®ran-

tag  setiap  tindak  kriminalltas.

3.   Untuk  lebih  memantapkan  stabilitas  kamtlbmag  dart   gang

guam  kejahatan  penganiayaan,   maka   upaya-upaya  yf`ng  dl-

1akukan  Polrl  balk  upaya  preventlf  maupun  upaya  repre-

sir,   mempuny.11   in,ikna   dalam   mendad8kan  perkemb,|ngrlnnya..

Terclptrlny,1   keaman.qn  ini   akan  menlbuat  masy,ir,qkat   hidup

sacara   tanteram,   men.lllki  per,is,lan  amen       lahir-b,qtin,

karen,i   bebas  dart   rasa   takllt   dan  kel{hawatiran.   C)lehnya

itu  dapatlah  dlkatakan,   bahwa  lancarnya  proses     pemba-

ngunan  di  Kotamadya   Ujung  Pandang  tidak  terlepas     dari

fung61  dan  peranan  Polri   yang  dldukung  oleh  w,ir.ga   kota.

4.   Deng,in  semakin  lajunya   perkemban6an     Kotamadya        Ujurig

Pandang,   b2ik  sebagal  barometer  dan  plntu  gerbang     In-

donesia   Bagian  Tilnur  maupun  set)agai   pusat   pengemb,ingan

ekonomi  drln  perdagangan,   seyoglanya   dih.|yati  oletl     sp-
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tlap  warga  masyarakat.   Demlkian  pula  bagi  parri     pelak-

sand   pembangun,|n,   dihfirapkan  memlllki  sikap  yang  bljak

df]n  ti.dak  tempramental  dalam  melayani  setiap     kepentl-

ngan  masy,ir`akat.   Memberlakukan  hukum  dan  kebiJaksaman

pemt)angunan  untuk  orang  banyak,   bukan  justeru     menjadi
/

ql,it  repr®sif   terselubuog  yan.g  da.p,?t  meru61[can     mac;ya-

mkat,   karena  orienta61   pembangunan.  adalah  untuk  kese-

jahteraan  masy,?rakat.

5.2  S  a  I  a   I.

Setelah   tel`jawab  permasalahan  d,|lam     penulisan     lni,

akh.i.rnya   penulis  a`{an  mengemukakan  saran-6aran  yang  df`pat

dljadikan  b,|han  acuan  dalam  memnggulangi  kasus-kasus  pe-

ng.|nlayaan,   sebagal  berlkut   :

1.   Untuk  leblh  menjanln  ter.cipt,inya  kefimanan  dan  ketertl-

ban  masy.?r,|kat   terutama   d,irl  ancaman  ltej,|hatan     ponga-.

ni,iyaan,   diharapkan  pihak  Polii  dan  pthak-pih,ik       ter-

katt  melfikukan  penerangan  dan  pembinaan  mental     secnra

intf.nsi.f   terh.|dap  wargf`   masy,qr,1k,|t.   Ilal  inl     dtmrlksud-

kan  agar  supaya  w.qrga   magyar.,ik,1t  menilikl       ment,|litas

luhur,   serta  mengh,il`gai  harkat  dan  martabat  ol`ang  lain.

2.   Perlunya  dlprlorita6kan  pemberantasan  penjualan    minu-

man  keras  yang  tidak  memiliki  izin  dan    razia     senjata

tajam  secara  berkala,   oleh  karena  berdasarkan  data   di-

|apangf`n  yang  penulis  per`oleh,   penganiayaan  yang     ter-

jadi   umumnya   dlsebabkf]n  oleh  kedua   faktor  t.idl.
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3.   Terhadap  para  pelaku  penganiayaan,   .  geyogianya       ditun-

ta8kan  dan  dlbel`i  ganJaran  setLmpal  dengan  perbuatannya

seguai  hukum  dan  perundang-undan8an  yang  berl,|ku,     ter-

masuk  pembinaan  mental  jtka   tersangka    .atau       terpldam

telah  berada   dalam  Lembaga   Pemasyarakatan.
/

Demikian  ke6impnlan  dan  saraF  yaps  penuli6     kemuk,|kan

yang  dapat   digunakf`n  sebagai  bahan  masuk;n  bagl  par`a   petu-

gag   dl  bldang  keamanaa  dan  penegakan  hukum.   IIarrlpan     penu-

lis  adalah  tor.ciptanya  stabllitas  keamanan  dan    ketertib,|n

magyrlr.,qkat,   terutama   sekall  dalam  menghadapi  PEMTLU      tahun

1992  yang  akan  datan8.   0leh  karene  itu,     bibit-t)1bi.t   .yang

dianggap  potensil  akatl  mengganggu   jalannya   I.oda   pemb,ingun-

an  nasional  dan  PEMILU  nanti,   sedini  mungkin  segc`ra     dian-

tislpasi  sebelum  berkembang  terlalu  Jauh.   I)engan  d®mikirin,

tujuan  pembangunan  nasional  balk  flsik    maupun    spiritual,.

dapat  tercapai  untuk  kemaslahatan  r,|ky,|t  Indonesia     spcara

kese1uruh.in.
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AAIGKET   PENELITIAN

Dengan  rahmat  dan  karunla     Allah     Sum    yang    dilimpahkan

keprda  gay"   sehingga   berkesempatan  untdk  melakukan  peneliti-

.|n  llmi,|h  hu`itum,    tr3ntang   :

rtERA}IAN   roLRI    DAI,AI.1   MENANGGul.A]iGI   KEJAHATAN   pENGANIAyAAN

UNTUK   MENUNIAI]G   P"BANGUNAN   KOTAIIADYA   UJUNG   PANDANG

01eh  karena  itu,   partlslpesi  Bapak^bu  8angat  dihal.apkan

untuk  mcnjawab  pertanyaan-pertanyaan  dengan  benar  dan  sajujur

ju]urnya.   Jawaban  atas  daftar  pertanyaan  dl  bawah  ini,       ahan

sangFit  membantu  penulig  dnlam  penelitian  ini,   dan  nkan    dira-

h`qsiakan  jawaban  tersebut  dengan  sebaik-baiknya.

Atas  kosedi.aan  BapakAbu  mengisi  angket  peneli.tifln     ini,    .

sebelumnya  sa}.a   ucflpkan  banyak   terim   hasih.

PETUNIUK   PEELGI_sl_Ang    :

1.   Bacalah  dengf`n  t®1iti   daftar`  pertanyaan  di   bawah  ini   sebe-
1um  diisi   atau   dijawab.

2.   I.lohon  dij,|wab   s®tiap   pertanyflan  sesuai  keadaan  Ba}mk/Ibu.

3.   Lingkarilah  sf`lahsatu  huruf  jawaban  yang  dipilih,   fltftu  me-
ngisi   jriwaban  atas   pertanyaan  y.qng  tersedia.

Penelttl ,

ABDU1+  RAHMAN



ANGKET   I

1.   Benar``J„rih  ant]a   telah  melakukan  pengrlnia)..?an  ?
1.   Ya

b.    Ti.a,fl'{

C,,,..,

2.   Jik,1   ben.ir,   ter.h.`dap  6iapa   r`eng.Qni..|yaan  itu  sllaki`k,in   ?
a.   Seol`rlng  le]..|ki  y.1n€  saya   tidak  kenrll.
b.   Seor,ing  perempuan  yang  6,|ya   tidak  kenal.
c.   Seorang  lelakl  yrlng  saya  kenal,   teman/,id.?   hubungan  ke-

1uar8a .
d.   Seor,|ng  perempuan  yang  saya  kenril,   ten,|n/ad,1     hut)uns,in

keluarga.
Dens,|n  rllnt  ap,1  ,|nd.1  mel,ikukan  pens,iniayaan,   dan,   brlg,ilm,|na
ak.Ib,|tnya   terh,id,||)  korban  ?

..   Tang.|n  kosong  dan  tldak  mcnimbulkan  luka  ,1trlu         ttd.|k
menghalangl  keglatan  korban  seh.iri-hari.

b.   Benda  kel`as  (besi,   t)atu,  kayu),  korban  luka  berat     dan
mengh,ilan8i  kagiatannya  sehari-hari.

c.   Bend,1/senjat,i   t.|jflm  d,|n  korban  luke   ber`,qt.
a.   Bendri/senj.1t.1   taj,1m,   korb,qn  luk,1   ber.|t   d,1n  n`c`ni.ngGal.
e,,,,,....,

Apa   gebab  atau  alasan  andrl   melakukan  penganiayaan  ?
a.   Korb,|n  mempermalukan  srlya   di   depan  temrin/umum       dens,|n

c,ira   mengejek,   menghim,   menc.lei   dengrin  kate   kotor..
b.   Korbcin  menyenggol/memukul  1ebih  dahulu.
c.   Earenrl   dendam.
d.   Korbr]n  menginjak  martab-|t  kelurll`ga   saya,   yaitu     nenc,1-

bull/membawa   lar.i  percimpuan   famili/keluarg,1   s,|yrl.
e,,.........

5.   Setelah `F`nd,i   melakuk,1n  pengr-niayaan,   b.?C,1tmanakah     tind,-krln
Polri  terh,idap  anda  ?

a.   }'ien,ingkrlp   6,iya   di   TKP   Sesaat   Setelah   rten6aniayrl.qn.
b.   I.'.r.iitlnckap   s,|ya   di   te[nr\.t`t  pprse`nbunyian/r`el,iri,|n  s.|ya\.



C,,.,,,®,,..

6.   Setel,ih  anda   tertangkap,   b,|gaimana   tindakan  Polri  sf`lanjut-
nya?

a.   Lrlngsung  memasukkan  §aya   di   tahanan  t,1npa  meny.impaikan
ape  h,`k-hah  saya,   serta   tanpa   Surat  I)erintrlh  T`en,qhamn.

b.   I.lembu,|t  berita   acara   pen.`ngkapan,   membacakan       hFik-hah
s,iya,   disertal  surat  perintah  m€mhanan  yang  di.tembus-
kan  keprlda  keluarga  say.a.

c.   Sebelum  dimrisukkan  dl   tahamn,   says   dlaniaya   leblh  d.1-
hulu  (]fln  dipaks,1  men8,|kui  pengriniay,lan  tersebut.

d...........

7.   I:etlk,1   andrl   dit,?nan,   Spa  kelll,irga  anda   diperkenank,in  bezuk  ?
a,Ya

b.   Tidak   .
C,..........

8.   Pernahkah  anda   dianiaya  oleh  petugag  ,1t.`u  ses:qma        t,ihfln,in
a,lot  and.1   c]f`lam  t,|hanan  Polisl   ?

a,Ya

t).   Tidak  pernah
C,,.,,,..,..

9.   Bf`galmanf`kah   pandf]ngf`n  anda   atas   peranan  r`olrl   terhf`dap   pf
mncgul,1nbr.|n  k,1,qus-k,`sus   pens,|ni.qyaf]n  ?

a.   Tldrlk  bilik
b.   Balk  dan  salut
C,,,.,......

Nana.....................

Umur..................."

Pekerjaan     :
Ala,na t               .....................



ANGKET   11

1.   Porn.qhkah  Bapatr./Ibu  mengadukan  kepada  Polri   tentang  ad,|nya

pen6ani,1yarln,   brlik  dialaml   Sendlri  atau  or,qng  lain  ?
a.   Pernah
b.   Bc>1um   |iernah

C:,      ,'.'',,',®                                                                                    I

2.   Jika  pern,ih,   b.igaimanakah  tindakan  yahg  dilakukan  Poll.i   ?
a.   I.ielllbuat   laporcia  Folisi   dan  mendatangi   TKP.
b.   I'iemt)uat  laporan  Polisi  dan  ticlak  mendatangi   TKP.
c.   I`{endatangl   TKP   tanpa   laporan  Polisi.
d.   Tidak  menr]atangi  TKP   dan  tanp,1   lapol`,|n  Polisl.
e,,,,1,,,,,,

3.   Ji.k,1   bolum   pernah,   apa   alasan  Bripak/Ibu   tid,1k   m®ng`qrluk,`n   ?
a.   rnrcumf`   S.ijr.,   6ebf`b   r`olri   ti(1tik   .ql{,in  menring,ininy,1   s®-

c,|r,1   tuntfls.
b.   Tidak  ada  akibatnya,   bf`ik  terhp.drlp  diri  dan    keluarga

says   maul)un  terhadap  i.ingkungan  masayar,ikat   says.
C,,,,,,,,,,,

!L.   Bagai.mmkrlh  pandangan  Bapak/Ibu   ter.hadap  kasug     pens,.nia-

yaan  y,|ng  ,|khir-,ikhir  iril  cenderung  meningkat  ?
a.   H.`rus   r`dn   ur)ate-upaya   penceg.qhan  melalui  pembim,|n  mo

r,|l,   d,in  Polri  h,arus  meningkritkan   fungsi   d.|n  per,|nnya.
b.   Fel.ik\in.y,i   l].irus   (1ihukum   setlm|)al   perbuatannya     sesual

hukum  y.|nfl  t)r`rlaku.

c.   I.:eresahkan  dan  mengang6u  k,|mtibmas,   serta   dap{it     mem`

pens,qr`uhi   pl`oses   pembangunan   na€`ional.
5.   Bagaim,inakah   pond,?pat  atau  harapan  BriT)ak/Ibu   dalam     pen.ye-

legai.an  kasus-k,Osus   pengriniayaari   di  Hot.amady,1   U..Fend,ing   ?

a.   Cukup  displesaikan  secrlra   d.qmiai  6aja/di  luar  ketentu-
an  hukum,   sebab  aklbatnya   tidak  ITiengE;rlnggu   E;tr`billta.s
keamanf`n  drln  ketertiban  mf`Syar,r;kat.

b.   Hal`us   diselesaikan  secara   tuntas  S®su,1.i  ketentu.?n  hu-
hum  yang  berlrlku,   ag,qr.  pelakuny.?   merrls,1   jera.



c.   Polri  ri.rjrus  lebih  aktif  melakulfan  upaya  preventif  ter-
masuk  mengaktifkan  partisipasi  magyar.akat.

d...........

6.   A.pakah  Polri   saDga.t  nemegang  pel`anan  pelting  dalam     meaang-

gulangi  kasus  peagciniayaan,   terutama  untuk  menunjang  pelak-
sanaan  pembaDgunan  di  Kotamadya   Ujung  Pandang  ?

a.   Ya,   jika  Polri  tlerusaha  melalui  pencegahan    secepatnya
kemudian  menangkap  pelakunya   tanpa  memandang       kedudu-
kannya  atau  Status  §osialnya.

b.   Tidak,   i.1ka  Polri   tidak  ada   upaya  nemberikan    pembina-
an  dan  membiarkan  pelakunya  bebas  tanpa  ditindak  menu-
rut  hukum  yang  berlaku.

C,®.,,.,.,..

7.   Pernahkah  Bapak/Ibu  mendapat  perlakdan  kurang       §opan/tidak
mengemkkan  hati  dar`i  Polr.i,   tel`utama  yang  berkaitan  dengan
kewajibannya  menciptakan  keamanan  dan  tr.etertiban  ?    .

a.   Peraah.
b.   Tidak  perrLah.
C,®,.,...,,.

Na   na           :     ..................

U   a   u    I           :     ®  ,..,,............

I.ekerjaan   :
Alamat             :    ..................



Al'GKET  Ill

1.    Set)r.f+ai   I`olri   y,qnfl   memDuny,?i   tug,16   d.|n   kr`W.1ji.b,|n   ln®llciT`t,ql:@n

k,|mtibinris,   ,.rok,|h  ,and,1   ruttn  melakukan  upay.1   p-nc®g,T`h.|n   ?
a,Ya

b.   Tidak
c,.,,,.,,,,,,

2.   Er`ntuk   u|)ay,l   T:tr^vontif  y,|ng   ba€riT„1nil.{ah   S.'iud,1r`a   lakuk,|n   ?
.1.   !1ongcart,|k/meng,incam  ol`.in6-or,|n,g  y,.ng  t.]idllg,|   ,|kan  mel.1-

I.cuk,qn   |`eng..`niayarln.

b.   :I.i,|ks.|nrlt.qn  penjagaan,   p.itroli,   I.ang,|m,|nln,   r,r`n€,|`ii®l,|n
cl.in   primbin.1,'`tl   in.|s.I/nr.|tJ`at   `|^rr,.'`   rlz.i,1    r,nc,.ira   brirl{.11.1.

C,,.,.......

3.    D,qlam  mel,|ks,|n,flk.qn   upay,1   preventi.f,   .|rt,|lc,|li   in,rs.y.ir,|k.1 t  n`.i!`t.c._
rikr?n  du`'`un€.-n   d,?n  p.qrti.sipasirlyrl   ?

a,    Y.a

b.    Tid,Tak

C,,,,.......

/L.    r,f]gaim.in.|k,1h   tina,ikan   anda,   jikrl   mpnemukan   Selc-1ompol{   ramlj,1

y,|nc  b®rmriln  fit.|r  di  pi.ngri.r   jilrln  pad,1   in,i].,|ni   li,|ri   ?
1.    I'ifimbub,|rk,|n   dangan   c,qt`.1    mcingu.?i.r`ny.1.

b.    I',r`irib®rilc,|n   T`eri.ng.qt,|n   din   r`etnbi.na,qn   brlhl.'.r,?   h,11    1..tu   sud,qh

bu!:,|n   i.Iarl,1    t-ti`,r,.tnya,   klr.n.1   mane.1nfcu   kcitr`ntr`rlm.|n   in,i-

€y.`.rr]k.1t,.

c.   Ilcmgkr.p   d,|ri   itten.ib,-.`'/.-ny,1   ke   :i.lntL`t`   unr,utr`   diberl   T`el,|j,|r-

an,

d...........

5.   Jik,q   menir.I,|t   larol`,1n/I.engaduan   tc`nt{1ng   terjrld.Lnya   su,qtu   pe_
ngrlni,i:Ja,1n,   b,|Er,-i.Irl,|mik,..h   tina.?Ran  ,1nc!a   ?

ri.   Membu.-b   laT`or,a.n   Polisl   dan   t.id,|k   in.c`nd.|tangi   TKP.
b.   I.'ir`mbuclt   I.apol`,|n   follsi   d,1n   lriendatrln£:i   TZ{P,    sr}Tt,1   memb,1-

v,.,1   l[c,rhrin   ke    I.urn.qh   s,|ki.I   untuk   divi.a.urn.      ..``

c.    Tld,`lc   niambu.|t   lrl^r`or,.tl   foil?`1   a.|n   t,i.rlll{   mrn(llt,qn,:i   Ti{f.

cl®,,.,..,,..



6.   Perm,|hkah .saudai`a   selaku  penyidik  u`elakulcan  tindakan  kekerfi-
scin  terhadap  I)elal{u   pens.`£ini.iyaan   ?
a.   I-'ernah
b.    'l`Ld..jl:   periiali

8.

C,    ,.'  .......

Apaliah   setiap   tindakan  penyidilcaii   andn   iieiubuac   bet.itfi   ;icr`I.a   ..J

a,Ya
b.   Tidak
C,,,........

D,|lam  melakukan  peliyidikan  lc;lsus   iien€,~inirlyaan,   perrtfihlcah   an-
da  dituntut  praperadilan  karena   tidak  sahnya   penan8kapan  dan

rjemhanan,   atf`u  meng.hentilcan  I)enyidikan  ?
a.  Permh
b.   Tldak  pernah
C,,,.,....,

9.   Apakah  .ida   hambatan  dalam  memng6ulf'ingi   lcasus.  I;en8..<iniayaan  ?
a,Ya

b.   Tidfik
C,,.........

10.   Jik,1   ya,   haliibat.``n  apaki-ih   sfijakah   y,'iii=  di.rj|auli   ?
a.   I.`ia6yarakat   tidak  memberikan   dukuri6an,   br`. hkan   tiirut        uie-

nyembunyikan  pelaku.
b.   I;uran6rnya  sarana/fasilitas.
c.   i`lasyar<ik`']t   yang  masih   kurang   sadar.   huliuui.

(I.,,..,....,

N ama:...............

Fongsi       :     ..........  I  ....

Lamrlnya-
dinas         :    ...............

Eem]tifeE  :
a.    Uulum b.   Polri/f\t,'3|


